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ABSTRAK

Erniati, B11103 032, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran
Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng, di bawah bimbingan Musakkir
dan Hamzah.Halim.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng dengan lokasi
penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Resor Soppeng, Dinas
Kesgehatan dan Kesejahteraan Sosial, Bagian Hukum Kantor Bupati
Soppeng, Kejaksaan Negeri Soppeng dan Pengadilan Negeri Soppeng,
penelitian inl adalah peneliian sosiologi yang bersifat deskripiif, teknis
analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder,
selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengacu kepada teori-
tecri hukum. Untuk melihat hubungan dengan efektivitas penegakan hukum.

Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan atau
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten
Soppeng fidak berdaku efektif melihat babwa kasus-kasus minuman
beralkohol dari pihak yang berwenang lebih banyak ditangani secara
kekeluargaan atau pembinaan, masih seringnya ditemukan remaja-remaja
yang minum-minuman beralkoho! dipinggir-pinggir jalan dan tempat-tampat
tertentu  lainnya. Bentuk pengawasan, pengendalian dan peneriban
penegedaran minuman beralkohol, yaitu memberikan penyuluhan kepade
masyarakal yang bekerjasama dengan aparat terkail, bekerjasama dengan
Tim PCM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten, mengadakan razia
dilakukan ke tempattempat yang diindikasikan menjual miruman keras
dilakukan rutin setiap bulan. penetapan Kelurahan Pilot Proyek, pendataan
atau pemetaan seluruh aspek yang fterkait dengan minuman keras,
penetapan posko-posko Kendali, melaksanakan berbagal kegiatan awal
separﬂ kampanye atau pawai keiiling kabupaten Socppeng oleh para
partisipan, pemasangan Baliho atau Spanduk Zan lain-lain, Faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
di Kabupaten Soppeng, faktor penghambat (1) kurangnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat,(2) penjatuhan sanksi pidana yang sangal ringan,
faktor pendukung (i) tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan
perundang-undangar, {2)dukungan kemitrasn dengan sektcr atau instansi
terkait, (3) seria adanya dukungan anggaran dana dari Bupati atau Daerah.



PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta salawat dan salam atas
junjungan MNabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat, taufik,
hidayah dan Kkarunia -Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat
menyalesaikan skripsi ini, meskipun berbagal hambatan dan kendala yang
penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini
telah banyak melibatkan berbagai pihak yang berkenang meluangkan
waktunya untuk, memberikan berbagai bantuan baik langsung maupun tidak
langsung , berupa pikiran serta petunjuk- petunjuk sehingga skripsi ini dapat
terseiesalkan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada !burdaku Tarbi yang ielah
melahirksn dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan doa
mengiringi langkahku serta ayahhanda Mandong yang telah berjuang
menafkahiku tanpa lelah dan letih dibawah terik mentari dan guyuran huian.
Kakak-kakakku Bahar, Sumarni, dan Sulfiadi vang selzlu menjaga dan
membimbing disetiap hentakan kakiku,

Pada kesempatan ini perulis juga menghaturkan banyak terima kasih
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. ProfDr. Idrus A.Paturusi SpBo, selaku Rekior Universitas

Hasanuddin.

2. Prof.Dr.H.Syamsul Bachri, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hazanuddin,

Vi



g,

Prof.Dr.Musakkir, SH.MH selaku pembimbing 1, dan Hamzah
Halim.SH.MH selaku pembimbing |l yang telah dengan sabar dan
penuh tanggungjawab memberikan petunjuk yang sangat bemilai,
Albert |akollo.SHMH dan Prof.Dr.Guntur Hamsah.SH.MH selaku
penasehat akademik yang dengan mulia memberikan arahan-arahan
yang sangat berartl,

Pengadilan Negeri Soppeng, Kejaksaan Negeri Soppeng, Polisi
Resor Soppeng, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Kantor
Bupati Soppeng, dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Saoppeng, yang telah membantu penulis dalam melaskukan penelitian.
Spesial buat Nurfitrah yang selslu selalu ada memberikanku
semangat dan dorongan.

Kemanakan-kemanakan iucuku Chandra, Madea, Futri, Zaskia, Fajri
dan Suci.

Sahabat-sahabat SMU ku Elli, Endang, Eki, dan Diana yang tidak
pernah kulupakan.

Sahabalt-sahabatku seperjuanganku (03) Nunu, Appy dan Jota,

10. Teman-tarnan KKN Polsekta Wajo Kustia, Dewl, Noni, Kirana,

Margatet,k'Lilo, k'ical, k'Harun, k' Bustam Ade, k'Acang,

11.5audara-saudara Istanaku Khairunnisa K'lulu,Farida, Wiwiek, Uni,

Ina, Neno, K'anti.

vii



Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin,
skripsi inl tidak luput dari kekurangan, harapan penulis kiranya skripsi ini
dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin

Makassar 9 Agustus 2007

Penulis

viii



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI ...icsmuminssasssssamsnsisssssnrasinsinsasrarasssassinsassssnanss Hl
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......coousmammmmssussssssivemsanssmsansassnssrsnsensans i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ......covvnrrcmmsssssnssssesses IV
BAB 1 PENDAHULUAN

~ o~

C. Tujuan dan KegQUNBAN .....cverrvsrsssssssrsssssssssnsseesssrssssans
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian S0siologi HUKUM ..o §

B. PENGEILIAN .....c.ccscecierssmrsrrssasessresssnsesseseseasessrsssanseesans 12

C. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol............c.cccossrsssresee 18

D. Efaktivitas HUKLIM.....c.ue.corimmmmsssonssssmassassssssmsmsssenseseessans 20

E. Pengawasan, Sengendallan, dan Penertiban

Pengedaran Minuman Beralkohol............coooooreevrrisnar.nnn. 28

BAB 3 METODE PENELITIAN

A . Metode Penelitian L P P RPURMT. | -



B. lokasl Penslitian............ccumimssimminmssmmmmnrimsssissses S0
C. Jenis dan SUmMber data ... 3T
D. Teknik Pengumpulan Data.........ccmeeamimsamossassssasnasssnssoss ST
E. Teknik Analisis Data..........cccccorimnncannasmmnismnmmmnsmensmsssrmsrssmes 91
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implemeniasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2006 Terhadap Peredaran Minuman
Beralkohol di Kabupaten Soppeng ... 39
B. Bentuk Pengawasan Pengendalian, dan Penertiban
Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten
SOPPII < i il i R R i S s e e 62
C. Faktor-Faktor yang Mempangaruhi Peiaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 di Kabupaten

BAB 5 PENUTUP
A. Kesimpulan................ O -

Ei‘ E"a'-ran R B BB B R P R i TE

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumiah kasus pengedaran minuman beralkohol ditangani

dari tahun 2003 sampai Ehun 2007 .o veeesssnssrassrssas

.. 48



BAB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan
pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, dengan berbagai macam
bentuk perubahan mulai dari cara berpakaian sampai kepada tren gaya
hidup, seperti yang dikemukakan oleh Talcoft Parsons {Achmad Ali, 1958
1246)

" Penemuan di bidang teknologi merupakan penggerak

perubahan sosial sebab penemuan vyang demikian ity

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai
sifatnya *

Senubungan dengar hal tersebut di atas bahwa perubahan yang
difimbulkannya tidak senantiasa dalam wujud perubahan positif atau yang
bermanfaat, namun <eecara langsung ataupun tidak langsung dapat
menimbuikan dampak negatif yaitu dapat menjadi faktor yang mendorong
terjadinya kejahatan kekerasan Achmad Ali (1998 : 246), misalnya dengan
mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat mempengaruhi
kerja sistem otak sehingga orang dapat melakukan sesuatu di luar bawah
sadamya, contohnya dewasa ini adalah kefahatan seksual seperti

pemerkusaan, yang terjadi akibat mengonsumsi  minuman beralkohol
secara berlebihan,



Senada dengan hal tersebut di atas telah diatur dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal (5) tentang
larangan pengedaran dan menjual minuman beralkohol dengan kadar
ethanol 5% (lima persen) sampal 55% (lima puluh lima persen) di tempat
umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainya, sedangkan
menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Kabupaten Soppeng
dalam Pasal (6) bahwa penjualan minuman beralkchol yang diminum di
tempat hanya dapat dilakukan di hotel berbintang 3, 4, dan 5 , restoran dan
tempat tertentu lainya, tidak dapat dijual di tempat umum seperti rumah
makan, wwWsma, Warung, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja,
Kantin, kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios kecil dan tempat atau lokasi
tertentu lainya, penjualan minuman beralkonoi tidak boleh dijual yang
berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, rumah
penduduk dan perkantoran yang jeraknya minimal 1060 meter dan tidak
boleh dijual pada anak yang berada dibawah umur, pelajar, dan anggota
ABRI atau Pegawai Megeri,

Minuman keras atau minuman beralkohol kinl memasuki semua
kalangan mulai anak-anak, remaja, dewasa, yang cenderung meningkat dan
berakibat fatal bagi kehidupan di masa depan. Berbagai molifasi dari dalam
diri si peminum membawa pengaruh terhadap masyarakat dalam berbagal

bentuk perilaku yang negatif berupa timbulnya kegiatan kriminal, selain itu



minuman keras akan membuat remaja menjadi apatis dan tidak produktif
serta adanya ketergantungan jasmani dan rohani.

Meluasnya penggunaan minuman keras di kalangan remaja karena
didukung oleh faktor budaya barat yang mengembangkan pengaruh-
pengaruh negatif melalui film, mode pakalan, pergaulan dan pengomsumsian
minuman baralkohol atau minuman keras. Perilaku penggunaan atau
pengomsumsian minuman keras sangat mudah ditiru dan di adopsi oleh
generasi mudah karena sesuai dengan kebutuhan dan selera remaja yang
sangat mudah terpengaruh oleh gaya hidup. Kini minuman keras telah
menjadi gaya hidup, apabila seorang remaja belum mencoba minuman keras
maka akan dikatakan ketinggalan zaman. Remaja juga mengomsumsi
miruman keras atau beraikohol untuk manonjoikan sifat kejantanannya dan
sebagai simbol kedewasaannya dengan teman, kelompok dan lingkungan
masyarakat (Wanani, 2007 : 4).

Masa remaja adalah masa transisi dan biasanya merupakan masa
yang berbahaya bagi remaja ifu sendiri, sebab ia mengalami hidup di dua
alam yakni antara alam khalayan dan alam kenyataan, dimana banyak
ditemukan gejolak jiwa dan fisik. Masa transisi merupakan perpindahan alam
khayalan ke alam nyata banyak kaum remaja barhaval bahwa dirinya
merupakan seorang Super Hero dalam segala hal. Gejoiak emosiona! yang
tidak terkendali akan membawa remaja ke alam khayal yang nyata yang

nyataiya tidak. Disirilah banyak remaja yang menjadi nakal karena ingin



membuktikan bahwa dirinya telah dewasa padahal sebenarnya belum apa-
apa, yang biasanya terwujud dalam bentuk mengonsumsi minuman yang
beralkohol Sudarsono (Wanani, 2007 : 1)

Remaja yang sering minum-minuman keras atau beralkohol kemudian
mabuk-mabukan banyak memberikan tanda agar kita selalu berada dalam
kewaspadaan. Mamang jika dibandingkan dengan para pecandu narkotika
para pangguna minuman keras tidaklah separa itu, namun mudahnya
minuman keras diperoleh merupakan kerawanan tersendiri dan tidak
menutup kemungkinan para pecandu minuman keras dapat berbalik
kepenyalahgunaan narkofika.

Remaja merupakan aset berharga karena sebagai generasi penerus
dan harapan bangsa. Perkembangan zaman yang begitu cepat disertai
dengan kemajuan teknologi, mengakibatkan pola dan gaya hidup remaja
berubah. Peristiwa remaja yang mabuk-mabukan dan semakin banyaknya
jumiah pengguna minuman keras berkaitan dengan iumlah perilaku
kekerasan antara lain, penganiyayaan, pencurian, perkelahian antar
kelompok atau sekolah sampai pembunuhan berencana Kartona (Wanani,
2007 :4).

Penggunaan minuman keras hingga tahun 1998, diperkirakan
mencapai 1% hingga 2% dari total penduduk Indonesia. Tahun 1998 jumlah
penderita 1,3% dengan tingkat kematian sekitar 17, 16 % pertahun (Kompas,
April 2000).



Minuman keras telah menjadi wabah bagi masyarakat karena sangat
mudah didapatkan. Penelitan Hawari pada tahun 1990, terhadap 150
responden laki-laki, ditemukan bahwa penggunaan dan ketergantungan
minuman keras menimbulkan masalah antara lain, prestasi belajar menurun
(96,2%), terganggunya hubungan harmonis antara anggota keluarga
(93,3%), perkelahian dan tindakan kekerasan (85,3%) dan kecelakaan lalu
lintas (57,7%}, Hawari (Wanani, 2007: 5.

Hakim (Wanani, 2007:5) menyatakan pengaruh dar penggunaan
minuman beralkohol atau minuman keras terhadap remaja yaitu perasaan
malunya berkurang dan pusat syaraf yang mengendalikan emosi berubah
menjadi lemah sehingga sipeminum langsung mewujudkan semua dorongan
alamiahinya, seperti peristiwa pada bulan Maret 2006, sembilan orang remaja
memperkosa seorang gadis yang masih belia (Fajar, 26 Maret 2006).

Wunaswara (Wanani, 2007: 6) menyebutkan bahwa minuman keras
dapat menyebabkan energi yang apabiia energl ini disertai kecemasan atau
miuncul keinginan untuk mengomsumsi minuman keras dapat mengakibatkan
tindakan kekerasan, seperi yang dilaporkan di media cetak, sejumlah remaja
dengan seragam putih abu-asbu menodong di atas angkutan umum dengan
alasan untuk membeli minuman keras.

Penggunasn minuman beralkchol sacara berlebihan sangat
berpengaruh terhadap kesehaian fisik, kejiwaan maupun sosial, yang pada

akhirnya akan membawa pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban



masyarakat. Minuman beralkohol nada dasarnya bukan merupakan konsumsi
untuk umum, oleh karena di dalam memasukkan, menyalurkan,
mengedarkan dan menjual perlu dilakukan pengendalian dan penertiban
secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya
penyalahgunaan minuman beralkohol khususnya dikalangan generasi muda
sebagai generasi pewaris cita-cita bangsa Negara Indonesia, oleh karena
dengan menggunakan minuman beralkohc! secara berlebihan sangat
mempengaruhi kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial.

Telah menjadi tekat Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan
pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol dengan
alasan (Peraturan Daerah Momor 12 Tahun 2008) :

8. Masin seringnva terjadi kriminalitas antara lain pelanggaran laiu lintas
dan gangguan Kantibmas lainya yang diawali dengan meminum
minuman beralkoho! yang berebitan.

b. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak
kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial,

¢. Keblasaan menggunakan minuman beralkohol secara berlebihan
dapat dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk meronrong dan
mengganngu stabiiitas pembangunan dzerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemeriniah Kabupaten
Soppeng perlu metapkan Peraturan Daerah yang mengatur di dalamnya

tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengedaran



minuman beralkohol sampai kepada jenisjenis minuman beralkohol yang
dapat diedarkan dalam lokasi pengedaran dan penjualannya.
B.Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada
skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor. 12 Tahun 2006 di Kabupeten Soppeng terhadap peredaran
minuman beralkohol?

2. Bagaimanakah bentuk pengawasan, pengendalian dan peneriban
pengedaran minuman beralkoho! di Kabupaten Soppeng?

3. Bagaimanakah faktorfakicr yang mempengaruhi pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 di Kabupaten Soppeng?

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana impelementasi atau efektivitas
pelaksanaan Peraturan Daerah MNomor 12 Tahun 2006 Tentang
Fengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengodaran Minuman

Seralkohol di Kabupaten Soppeng



2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban
pengedaran minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng .

3. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dalam hal ini
aparat Kepolisian dan instansi terkait dan masyarakat Kabupaten
Soppeng.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalzah :

1. Untuk memberikan gambaran efektivitas pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 terhadap masyarakat, dalam hal ini
pengedar atau distributor minuman beralkohol di Kabupaten Soppeng.

2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang
ingin mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban
Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Soppeng.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, harus

dikemukakan enam butir karakteristik yang dicetuskan oleh Bapak limu

Hukum Sosiologi Amernika Serikat Roscoe Pound (Achmad Ali 1988 :14) ;

{l
2.

More specifically, they upon is six points :

The first the study of the actus! social effects of legal institutions and
legal doctrines.

The sociological studi in connection with the legal study in preparation
fof legisiation. The accepled scientific method has been to study other
legisiation analyticelly. Comperatife legisiation has been taken to be
the best foundation for wise law making. But it is not enough fo
compare the laws themselves. Is moer important fo study their sissl
operation and the effect which they produce, if any, then put in action.
The study them maans of making legal rules effective. This has been
neclected almost enfyley in the past. We have studied the making of
low sedulously.... Almost the whele energi of our jidical system is
impleysd in working out a consisten, logical, minutely precise body of
precederit.. But the life of the law is in enforcement. Serious scientific
study of how to meke our hage annual output of lsgisistiaon and
judical interpratation effective is imperative.

A means foward the end last considered is legal history, that is study
nof merely of how doctrines have evolved and developed, considered
solely as jural matedals, but of what sisal effect the docirines of the
law have producen in the past and how they produced them..(instead)
it is to show us how the law of the past grew out of social, economic
and psylogical conditions, how it accorded with accommodated itself
fo them, and how far we can procced upon that law as a basis, or in
disragard of it, witiy well-gronded expeclations of pioducing the resulis
cesireq,

Another points is the importance of resonabla and just solution of
individual causes, toooften sacrificed in the immediate past to the
attempt fo bring about an impossible degree of certainly.. In general



the sociological jurist stand for what has been calfled iquitable
application of law; that is they conceive the legal rule as ageneral
quide fo the judge, leading him toward the just resull, but insist that
within wide limits he shouldbe free to ideal whith the individual case,
s0 as fo meel the general reason of ordinary men.

6. Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of
the means, is to make effort more effeclive in achieving the purposes
of the law.

Roscoe Pount (Achmad Ali, 1998: 14) menyatakan bahwa ada enam

poin karakteristik kajian sosiclogi hukum :

1.

2,

Studi tentang efek-efek sosial yang akiual dari pranata-pranata
hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum  dalam
mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains
untuk study analitis lain terhadap perundang-undangan.
Perbandingan perundang-undangn telah diterima sebagai dasar
terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya
membandingkan undang-undang itu sama lain. Hal yang lebih
penting adalah studi tentang pengoprasian kemasyarakatan
perurdang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh
perundang-undangan itu....,

Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para
sosiolog hukum itu ditujukan sebagsimana membuat aturan
hukum menjaci efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara
keseluruhannya di masa silam. Menurt Pound telah mempeiajari
pembuatan hukum dengan sangat rajin ..Hampir seluruh energi
dan system peradialn kita digunakan di dalam mencoba suatu
konsistensi, logika, dengan sangat saksama body of precedent. ...
Tetapi kehidupan hukum ada dalam pelaksanaannya. Study sains
yang serius tentang bagiman membuat agar sebanyak-
banyaknya dari buku tahunan Kkita vang merupakan hasil
perundang-undangan dan interpretasi pengzdilan itu efektif.

Bagi Roscoe Pound yang juga penting adalah bukan semata-
mats studi tentang dokiri-doktrin yang telah dibuat dan
dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari dokiri-doktrin hukum
yang telah dihasikan dari masa silam dan bagaimana
meimprodukkan mereka. Malahan hai itu menunjukkan kepada
kita bagimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-
kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.

Selanjutnya yang perlu diketaui adalah bahwa para sosiolog|
hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau
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patut (equitable application of law), yaitu memahami aturan
hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun
hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberikan
kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan
kepadanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara
kebutuhan keadilan diantara para pihak denagn alasan umum
dan orang pada umumnya.

8. Akhirmya Roscoe Pound menitik beratkan pada usaha untuk lebih
mengefektivkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Karakteristik kajian sosiologi hukum diperjelas dengan apa vyang
dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (Achmad Ali 1998 :17) bahwa :

* Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan
dalam Kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapai
meiakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum.
Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai
hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem
hukum. Kehadirar hukum ini di iengah-tengah masyarakat, paik
itu menyangkut penyusunan sistamnya, memilih kensep-konsep
sera pengertian- pengertian, menetikan subjek-subjek yang
digiurnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk
diielaskan dalam hubungan dengan tertib sosial vang lebih luas.
Apabila disini dapat dipakai istilah ‘sebab-sebab sosial', maka
sebab-sebab vnag demikian itu hendak ditemukan baik dalam
kekuatar-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab
sosial yang lain."

Lebih lanjut Satjipto Raharjo (Riduan Syahrani, 2004: 216)
mengemukakan karakteristix kajian sosiologi hukum secara analogis sebagai
berikut

1. Sosiciogi hukum bemnaksud member penjelasan terhadap orakiek-
praktek hukum, seperii pembuatsn peraiuran perundang-undangan
dan penerapannya dalam praktek peradilan. Sosioclogi hukum
berusaha menjelaskan mengapa praktek-praktek demikian it teradi,
apa sebab-sebabnya, faktor-faklor apa yang mempengaruhi, apa
latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya
memerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga ingan
memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi

L~
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motif tingkah laku seseorang dalam masyarakat, dan sosiologi
Aukumpun tidak hanya memperhatikan tingkah laku anggota
masyarakat yang menaati hukum, tetapi juga tingkah laku anggota
masyarakat yang menyimpang dar peraturan hukum, karena
keduanya merupakan sasaran (objek) sosiologl hukum.

2. Sosiologl hukum senantiasa menguji kebenaran empiris suatu
peraturan hukum, apakah yang tertera dalam suatu peraturan
hukum sesuai dengan kenyataan? Hal ini berbeda dengan
pendekatan tradisional yang normatif, yang menerima saja apa yang
tertera dalam suatu peraturan hukum.

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tetapi
mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk
memberiakn penjelasan terhadap gejala (fenomenz) hukum yang
nyata. Scsiologl hukum diantaranya mempelejari " pengorganisasian
sosial dari hukum * yang objeknya adalzh badan-badan yang terfibat
dalam penyelenggaraan hukum, seperti badan pembuat undang-
undang, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, advokad, dan
sebagainya.

Penting pula diketahui apa yang dikemukakan oleh Soetanddyo

Wignjosoebroto (Achmad Ali 1998 ; 18)bahwa
“..mu hukumpun dapat dibedakan dalam dua bidang
spesialisasi ini. Di satu pihak hukum depat dipelajari dan ditaliti
sebagai sualu skin-in system (studi mengenai law in books)
sedang dipihak lain hukumpun dapat dipelajari dan  diteliti
sebagai skin-out systems (studi mengenai faw in actions).
Didalam studi ini, bukan tidak dikonsepsikan sebagai suatu
gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi
sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-varisbel
sosial yang lain”.
B.Pengertian
a. Pergertian Minuman Beralkohol
Minuman keras merupakan masalah yang dilematis. Disatu pihak
minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengar kesehatan dan

sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya
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produktifitas serta meningkatnya biaya perawatan dan pengobatan. Di bidang
sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya
jumiah kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam
masyarakat. Di sisi lain dari minuman keras tersebut banyak pemerintah
menganggap sebagai penghasilan yang besar, sekalipun halnya peredaran
atau penjualan serta pemakainya sangat diawasi dan dibatasi.

Pengertian minuman keras dalam kamus umum bahasa Indemesia
Susunan Purwadarminto (Wanani, 2007:11) minuman yang memabukkan.
Pengertian minuman keras dalam kamus tersebut sangat luas yaitu semua
minuman yang dapat menyebabkan pemakainya mabuk. Pengertian ini lebih
luas dari pada pengertian minuman keras yang diatur dalam peraturan
pemerintah yaiiu Menter Kesehatan Republik indonesia, kerena menurut
Peraiuran Pemerintah tidak semua minuman yang dapat menyebabkan
mabuk dapat dikiasifikasikan sebagai minuman keras karena sebagian
minuman tersebut digunakan dalam pengobatan.

Pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 huruf (f) adaiah Minuman yang
mengandung ethanol yang diproses melalul bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidret dengan cara fermentasi tanpa dastilasi, baik
dengan cara memberikan periakuan terlebin dahulu  atay tidak,

menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara
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mencampur konsentrat dan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanol.

FPengertian minuman keras Wanani (2007:8) adalah suatu zat yang
dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan mengandung gula yang oleh
sebagian orang dijadikan dalih sebagai minuman yang dapat menimbulkan
rasa segar dan dapat menghilangkan berbagai problema hidup.

Minuman keras (alkohol) yang lazim dikenal adalah dalam ilmu Kimia
dinamakan Ethil Alkohol . Minuman keras atau minuman beralkohol adalah
suatu cairan bening dengan rumus Kimia C;HsOH, termasuk golongan
Karbohidrat, cairan ini bila diminum dan masuk ke dalam tubuh akan
menembus dinding perut dan usus secara cepat., seterunya masuk ke dalam
urat-urat darah dan dirubah menjadi scefaidelide. Selanjunya berproses
menjadi asam asetal dan digunakan oleh tubuh untuk membangkit panas
Dinjosisworo (Wanani, 2007: 9).

Pengaruh minuman keras memilki daya yang kuat dalam tubuh
manusia dan juga memberikan suatu reaksi apabila zat tersebut telah
memasuki urat-urat darah. Reaksi minuman keras di dalam darah memiliki
sifat sementara yang menurut pendapst Cains (Wanani, 2007: 10) :

* reaksi minuman keras di dalam darah terutama jika diminum
bariebihan berjalan sekitar 9 atau 10 jam, sedangkan untuk
kembali pada keadaan normal wakltu sekitar 24 jam *
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Sifat zat minuman keras (alkohol) ini walaupun tidak akan bertahan
lama di dalam tubuh pemakainya, namun yang perlu dikhawatirkan adalah
dampak yang akan ditimbulkan apabila pengonsumsiannya sangat
berlebihan. Dari kecamata ilmu kedokteran alkohol merupakan zat yang
aman pengggunaanya, jika difungsikan dalam batas-batas kewajaran.
Jumlah yang semestinys alkohol merupakan zat yang dapat memberikan
pengaruh terhadap susunan syaraf pusat, antara lain yang bersangkutan
akan merasakan kesegaran dan kenyamanan tersendiri, fetapi di sisi lain
alkohol adalah musuh apabila diperguriakan dalam takaran yang tidak
semestinya, baik dii sendir, orang lain maupun di dalam lingkungan
masyarakat yang senatiasa dapat terancam oleh tindakan-tindakan orang
yang mengonsumsi minuman beratkohol Wanani (2007 10).

b. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia yang disempumakan, Foerwadarmita
mengartikan pengawasan sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan
dari pihak yang lebih tinggl kepada pihak yang dibawahnya Poerwadarminta
(Ady Kusnardy, 2001 :17). Selain itu definisi pengawasan adalah suatu
kegiatan untuk mempercleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan
kegiaian itu dilzkukan sesuai dengan rencana aturan-aturan dan tuiuan yang
ditetapkan, Seminar Indiche Complabiliteits Wet (IC\W). (Ady Kusnardy, 2001:
17). Pengeriian lain dari pengawasan dalam kamus bahasa Indonesisa

Hasan alwi (2000: 79) yaitu penilikan penjagaan dan pengarahan kebijakan,
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sedangkan menurut peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 pengertian
pengawasan tidak di uraikan secara tegas didalamnya.

Dikaitkan kata pengawasan dari beberapa pengertian di atas dengan
efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 maka batasan yang
dimaksud adalah berlakunya Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2006 yang
pemeriksaan atau pengontrolannya dilakukan oleh pihak yang berwajib
terhadap masyarakat, dan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah
terzebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetaokan.

¢.Pengertian Pengendalian

Dalam kamus bahasa Indonesia Hasan Alwi (2000: 534) mengartikan
pengendalian sebagai proses atau cara, perbuatan mengendalikan,
pengekangan pengawasan atau kemajuan tugas atau dengan
membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta penyesuaian usaha
atau kegiatan dengar hasil pengawasan, sedangkan menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2006 pengertian pengendalian
tidak diuraikan secara tegas di dalamnya.

Pengertian di atas masih sangat luas maka parameter yang penulis
maksud adalah proses atau cara membandingkan hasil atau sasaran secara
teratur serta penyesuaian usaha atau hasil kegiatan dengan hasi
pengawasan dari peiaksanaan Peraturan Daerah Momor 12 Tahun 2006 di

Kabupaten Soppeng.
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d. Pengertian Penertiban

Dalam kamus bahasa Indonesia Hasan Alwi (2000:1185)
menjabarkan bahwa penertiban barasal dari kata tertib, sedangkan
pengertian terfib itu sendir adalah teratur, menurut aturan, rapi, sopan,
dengan sepatutnya, aturan peraturan vang baik, jadi penertiban adalah
proses, cara, perbuatan menertibkan secara teratur atau menunut aturan, rapi
sopan atau dengan sepatutnya atau dengan kata lain suatu aiuran dijalankan
berdasarkan aturan atau prosedur yang telah ditentukan, sedangkan
pengertian penertiban menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di
Kabupaten Soppeng sama halnya pengertian pengawasan dan
pengendalian, pengertian penertiban juga tidak dijelaskan secara tegas di
dalam Peraturan Daeran tersebut.

Dari pengertian di atas batasan yang peneliti gunakan adalah proses
atau cara yang rapi sepatutnya atau sesui dengan peraturan yang tzlah
ditetapkan terhadap pelaksanaan atsu penerapan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2006 kepada masyarakat.

&. Pengertian Pengedaran

Pengertian pengedaran menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 12 Tahun 2008 Pasal (1) huref {g) adaleh minuman
veralkohol dioroduksi, dipasok atau diedarkan c¢i deerah atau penyaiuran
minuman beralkohol untuk diperdagsngakan, sedangkarn pengertian

pengedaran minuman beralkohol dalam Keputusan Menteri Dan
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Perdagangan Republik Indonesia Nomor 358/MPP/Kep/10/1997 dalam Pasal
(1} adalah penyaluran minuman beratkohol untuk diperdagangkan.
C. Jenis- Jenis Minuman Beralkohol

Pengaturan tentang minuman beralkohol pada umumnya disebut
dengan minuman keras terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol No.
282/MEN KES/SK/M1/1898. Di dalam peraturan terssbut, minuman
beralkohol digoiongkan sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol
dengan Kadar ethanol (C;HsOH) 1% (satu persen) sampai
dengan 5 % (lima persen).

2. Minuman beralkohol golongan B adaiah minuman beralkohol
denganr kadar ethanol (C:HsOH ) lebih dari 5% (lima persen)
sampai dengan 20 % (dua puluh persen).

3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkehol
dengan kadar ethanol (C:HsOH) lebih dar 20% (dua puluh
persen) sampal dengan 55 % (lima puluh persen).

Lebih lanjut Keputusan ienteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.
1516/A/KS/V/1981. Pasal (1) menyatakan Anggur, Arak, Bir, Wiski, dan
sejenisnya tarmasuk dalam jenis minuman keras dan harus memenuhi

perundang-undangan di bidang minuman keras Wanani (2007: 11).

18



Konteks Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1516/A/SKN/1981 Wanani (2007; 12), maka dapat disimpulkan bahwa Arak,
Anggur, Bir, Wiski, dan minuman sejenisnya dikategorikan sebagai minuman
keras atau minuman beralkohol, sedangkan jenis minuman beralkohol
menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tidak diuraikan secara
tegas, hanya di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 282/MEN KES/SK/11/1948 Tentang Standar Mutu Produksi
Minuman Beralkohol, yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) dalam
memperoleh surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan khusus minuman beralkohol harus di sesuaikan dengan
golongan-golongan yang ditentukan dalam Keoutusan Menter! Kesshatan
Republik indonesia No. 282/MEN KES/SK/11/1998, termasuk jenis minuman
beralkohel tradisicnal yaitu diatur dalam Pasal § ayat (2) yang berbunyi :
Fasal 1 huruf (1)

“Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol vang

disingkat SIUPMB adalah Surat isin  untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khususnya
minuman beralkohol golongan A,B dan C"

Pasal 8 ayat (2)

“Terhadap minuman beralohol tradisional diperlukan
ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku

(kadar alkcholnya di atas 5% sampai 15%)"

Susilo (Wanani, 2007:12) menambahxan bahwa minuman keras

adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan, [adi



menurutnya bukan saja kadar alkohol dalam minuman yang menjadi ukuran
tetapi juga akibat dari minuman tersebut yakni memabukkan.

Sifat minuman keras atau minuman beralkohol cenderung
menimbulkan ketergantungan dan dapat berinteraksi dengan obat-obat lain,
jika ketergantungan sudah merasuki diri individu, maka yang bersangkutan
tidak akan tenang sebelum meneguk minuman keras, gejala-gejala seperti ini
sudah mengarah kepada adiksi atau kecanduan minuman keras atau lazim
dikenal sebagai alkoholisme Handoko (Wanani, 2007:12).

D. Efektivitas Hukum

Pembahasan masalah efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau
undang-undang terkait dengan jawabandawaban vyang dibutuhkan
pertanyaan misainya fakior-fakior penyebab sfektif atau tidak efektifnya
hukum, benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak
efektifnya hukum, banarkah daiam keadaan-keadaan tertentu hukum iustru
menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum,
bagaimana peran pengomsumsian hukum untuk mengefektitkan berakunya
Achmad Ali (1998 : 178 ).

Kesadaran hukum dar ketaatan hukum merupakan dua hal yang
sangat menentukan efektii atau tidaknya pelaksanaan perundang-undanaan
atau aturan hukum dalam masyarakat. Menurut Krabbe (Achmad Ali. 1998:
192) bahwa kesadaran hukum sebenamya merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang
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hukum yang diharapkan ada, pernyataan tersebut menurut Achmad Ali (1998
: 192) dari definisi oleh Krabbe sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud
kesadaran hukum, pengertian itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan
unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan
cleh hukum dalam masyarakat.

Menurut menteri Kehakiman Republik Indonesia Oetojo Oesman
Tabloid Mingguan Paron, edisi 23 Juni 1896, (Achmad Ali 1998:192)
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum yang baik
2. Kesadaran hukum yang buruk

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedzkan kualitas dalam tiga
jenis seperti yang dikemukakan cleh H.C. Kalman (Achmad Ali, 1998 ; 183) :

1. Ketzatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang teat terhadap
suatu aturan hanya karena ia takut terkena sarnksi.

2. Ketastan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan sesesorang
menjadi rusak.

3. Koizatan yang bersifat infemalization, yaitu jika seseorang taat
terhacdap suaty aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesual
dengan nilai-nilal intristik yang dianuinva,

Sedangkan menurut Friedinan (Amiruddin dan Zainal Asikin 2003

:139) terwujunya perilaku sesuai dengan hukum merupakan persoalan pilihan
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yang berhubungan dengan meotif dan gagasan, dibagi dalam empat kategori
sebagai berikut :
1. Kepentingan sendiri
2. Sensitif terhadap sanksi
3. Tanggapan terhadap pengaruh sosial
4. Kepatuhan.
Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1998: 194) mengemukakan empat
kasadaran hukum yaitu :
a. Pengetahuan tentang hukum
b. Pengetahuan tentang isi hukum
c. Sikap hukum
d. Pola periiaku hukum
Menurut Adam Podgorecki (Achmad Ali, 1998 : 198) agar suatu
undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, mengemukakan bahwa:

“...di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengadakan
social engineening diperiukan kemampuan sebagai berikut
1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi

2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan menyusun
penilaian-penilaian tessbut k= dalam tata susunan yang hirarkis
sifatnya. Dengan cara ini akan diperoleh suatu pegargan atau

pedoman, apakah pengggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu




yang positit. Artinya, apakah sarana penyembuhnya tidak lebin buruk
dari pada penyakitnya.

. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya apakah
sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin
tercapainya tujuan-tujuan yang dikendaki atau tidak,

. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang diperiukan.

. Identifikasi terhadap fakior-faktor yang akan dapat menetralisis efek-
efek yang buruk daii peraturan-peraturan yang diperlakukan.

. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga
tujuan pembaharuan berhasil dicapai.

Keenam bulir resep di atas menurut Adam Podgrecki, dapat

dipandang sebagai langkah-langkah sistimatis melakukan proses sosializasi

suatu perundang-undangan di dalam masyarakat.

Rasa tidak bersalah dar pelaku kriminalitas merupakan salah satu

pengaruh terhadap efekiifnya suatu aturan hukum, tidak adanya rasa
bersalah itu dapat disebabkan Achmad Ali (1988 203) :

1. Pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Peiaku ketika berhadapsn dengan petugas, tidak mengetahui bahwa
meiawan petugas Iiu merubakan kejahatan vang dilarang dan

diancam pidana oleh Pasal 212, 213, dan 214 KUHPidana.




3. Pelaku pada dasamya memiliki persepsi keliru tentang kejahatan
yang dilakukannya, karena nilai penyimpangan yang dianutnya
adgalah kejahatan tawuran, mungkin si pelaku menganut nilai bahwa
ikut serta dalam tawuran merupakan wujud dari heroisme dan
solidaritas berkelompok.

Pengaruh putusan pengadilan jugea merupakan penentu efektifnya
suatu aturan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Satjibto Raharjo
Kompas (Achmad Ali 1998: 204) bahwa :

* Para hakim termasuk orang-orang professional yang bekerja

dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim

adalah suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda
dengan komponen peradilan yang iain, seperti polisi. Pekerjaan
memenksa dan mengadili lebih banyak mengarahkan
kemampuan intelektual daripada otot, tetapi ternyata kelirulah
kita berperndapat, bahwa pekenaan profesional yang penuh

dengan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan besar,
suatu perubahan sosial, bahkan...suatu ' revolusi.”

Achmad Ali (1993: 204) membenarkan pamyataan tersebut di atas,
karena seiak kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandang
hakim sekedar “ trompet undang-undang “, maka sejek ity kita tidak
memandang lagi hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi hakim sudah
membuat hukum {judge made law) yaitu putusannya. Dengan kata lain
putusar; hakim adaish hukum.

Terkait dengan eksistensi poiisi  Satjipto Ralano memberikan gelar
kepada polisi dengan sebutan “penegak hukum jalanan® (dalam konotasi




positif yang langsung bekeja di lapangan) maka polisilah vang paling banyak
berhubungan dengan masyarakat, sehingga juga merupakan salah satu
faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku, yaitu
terutama dalam bentuk kualitas dan keberdayaan polisi dalam
menanggulangi kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian.

Menurut Selo Scemardjan (Soerjono Soekanto, 1976; 45) efektivitas

hukum juga erat kaitannya dengan faktor-faktor sebagai berikut yaitu pada
masa transisi :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu
menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode
agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan
menaati hukum.

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang
berlaku. Artinya masyarakat mungkin menclak atau menentang atau
mungkin mematuhi hukum karena Comgpliance, Identifikation,
internadzation, atau kepentingan-kepentinaan mereka terjamin
pemenuhannya.,

3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya

jangka waktu dimana usaha-usaha mananamkan itu dilkukan dan

diharapkan memberikan hasil

&




Teori Ketaatan Dalam Kajian Sosologi Hukum

Di dalam sosiclogi hukum teori untuk ketaatan hukum pada umumnya

dapat digolongkan ke dalam :
a. Teori paksaan

Teori ini berasumsi bahwa nenguasa mempunyai monopoli terhadap
sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan
hukum untuk mencapai ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan
oleh orang-orang mempunyai wewenang untuk bertindak demikian.

Teori ini sesuai dengan teori kedaulatan Negara. Jellineck dan Paul
Laband (Satma, 2007:24) mengemukakan bahwa :

® Hukum gitaati oleh karsna MNegara yang menghendaki dan

sefiap orang merasa wajib menzatinga sebagai perintah-
perintah Negara."

Tidak berbeda pula dengan pandangan R.Jhering (Satma, 2007: 24)
bahwvea
* Hukum itu adalah seperangkat kondisi kehidupan sosial

didalam arti luas, yang ditegakkan oleh kekuasaan Negara
melalui paksaan cari luar

Menurut Raz Hart dan Kelsen (Satma 2007: 24) bahwa ciri utama
hukum adalah perintah yang didukung oleh ancaman paksaan,

b, Teori Konzensus
Teor konsensus bertitik tolak pada asumsi bahwa suatu sistem hukum

tidak akan bertahan lama jika tidak ada dasar legalitas, maksudnya jika




warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem hukum
tersebut akan menghasilkan tata tertib dalam pergautan hidup, jadi menurut
teori konsensus ini, taatnya warga masyarakat terhadap kaidah hukum itu,
karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut warga masyarakat.

Dalam perkembangannya penganut teori konsensus memberikan kritik
terhadap teori paksaan. Seperti yang dikemukakan oleh Uegen Ehrlich
(Satma, 2007: 24) bahwa titik berat perkembangan hukum bukanlah terletak
pada kekuasaan akan tetapi justru terletak dalam masyarakat sendiri,

Sama halnya yang dikemukakan oleh Soerjono Soekento (Satma,
2007: 25) bahwa teori paksaan memiliki kelemahan, karena kemungkinan
hasil, paksaan tersebut tidak lagi bersifat sebagai alat semata-mata, akan
tetapi kemudian menjadi tujuan. Ketaatan atau kepatuhan yang semata-mata
didasarkan pada sanksi-sanksi atau ancaman belaka akan menimbulkan
motifasi untuk melanggar peraturan apabila tidak ada mekanisme yang
melembaga untuk mengawasinya.

Ketaatan hukum itu sediri memiliki hubungan vang erat dengan
kesadaran hukum menurut Scerjono Soekanto (Satma, 2007 : 25):

* Ketatan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat

dengan kesadaran hukum, menurut Soarjono Scekanto

(Satma, 2007: 25) bahwa hubungan antar kesadaran dan
kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kust untuk
tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh karena perilaku hukum
tidaklah semata-mata didasarkan pada ftinggi rendahnya
frekuensi perbuatan tadi yaitu opini Necessitatis bahwa
perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan dan bahwa




terjadinya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban
oengan ketentraman dalam masyarakat™

Pada Era Menteri Negara Dalam Negeri Sorjadi Soedifga pernah
mengeluarkan surat edaran Mendagri No. 477/805/S.J tanggal 31 Maret 2000
tentang Petunjuk Pengorganisasian Kolom Agama, meskipun akhimya
dimentahkan kembali oleh Mendagri Hari Sabamo Era Reformasi dengan
surat No. 477/1473/5J tanggal 1 Juli 2003,

Hal fersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Alief
Weonggang (Satma, 2007: 28) bahwa apabila masyarakat menaati hukum
kerena kesukarelaanya, tidak karena terpaksa, maka ketaatannya itu
menandakan adanys budaya hukum di dalam masyarakat, untuk itu peru
aturan yang tidak menekarkan masyarakat Sama halnya dengan pandangan
yang dikemukakan oleh Scenono Soekanto bahwa derzjat efektivitas hukum
salash satunya diientukan cleh tzraf kepatunen atau ketzatan hukum dari
warga masyarakai fermasuk para penegak hukumnya, oleh kerenz itu
apab@a derajat kepatuhan stau ketaatan hukum masvarskat sudah tinggi #u
E. Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman

Beralkohel

Pemakain atau penggunaan kata pengawasan (confiolling) dan
pemeriksaan (auditing), kedua-dusnya sering digunakan barsama-sama Abu
Daud Busroh (Ady Kusnardi 2001 : 19) dan dalain kegiatannyapun kedua
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istilah tersebut sukar dilepaskan karena pemeriksaan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pengawasan, jelasnya pengawasan harus
berpedoman kepada Dalton E.MC. Farlans (Ady Kusnardy, 2001: 19) :

1. Rencana (planning) yang telah diputuskan

2. Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (perfomence)

3. Tujuan

4. Kebilaksanazan yang telah ditentukan sebelumnya

Selain itu pengawasan dibutuhkan agar hasil pelaksanaan pekerjaan
diperoleh secara berdaya guna (efisien dan berhasil guna) sesuai dengan
rencana yeng telah dientukan sebelumnya Ady Kusnardy (2001: 18).
Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1892 Tentang Kesehatan,

agar masyarakat terhindar dari makanan dan minuman yang dapat
membahayakan kesehatan, Pemerintah menetapkan standar dan
persyaratan kesehatan agar makanan dan minuman yang bersangkutan
aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan dan minuman
yang dikemas adalah makanan dan minuman hasil produksi perusahaan
yang tergolong industri berskala besar dan tidak termasuk hasil industri kecil
atau industri rumah tangga. Dengan demikian ndustri kecil, atau industri
rumah tangga, baik yang menggunakan merek dagang maupun tidak, belum
dikenakan sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini,
Pemberian tanda atau label dimaksudkan agar masyarakat mendapat

informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai. Bahan yang




dipekal maliputi bahan pokok, bahan tambahan, dan banan psnoiong.
Komnesis| hahan adalah jumiah setiap bahan daiam makanan dan mmuman.
¥eteniuan tangoal. bulan, dan mEnun kadsivwarss dimsisudian agaT
TRENERET. BT MINUMEN VEND DewsanpiunEn dounsean ssmeim =TGR,
TustaT, TET ERUT VRN CATIUMGET SatEn Ens), Tangpa). DuET,. TET =
TFMWTYEET TEOTOTuRS: T80 Jorcses sesugl dengen persvarstan makansn halsl,
Umuk meSnaungl masvarakat, peredsran maksnsn den minuman hasil
industni Desskaia Jesar dengan menggunakan teknologi maiu yang tidak
memenuhi xetentuan standar dan atsu persyaratan kesehatan dilarang
peredarannya. Makanan dan minuman yang diproduksi masyarakat seperti
inaustri rumah tangga adalah pengrsjin makanan dan minuman yang masih
dalam taraf pembinaan dan pengawasan perlu diterapkan persyaratan yang
menyangkut kebersihan dan sanitasi agar tidak tercemar kotoran, jasad renilk,
dan bahan yang berbahaya. Makanan dan minuman, yang diproduksi oleh
masyarakat seperti industri rumah tangga, pengrajin makanan dan minuman,
belum dikenakan sanksi pidana sebagaim2na ditentukan dalam Undang-
undang ini. Pemerintah mengharuskan prcdusen uniuk menark dari

peredaran, makanan dan minuman yang dilarang serta mengawasi
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pelaksanaannya. Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
Pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkchol menurut
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yang diedarkan, dimasukkan dalam
botol atau kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar
alkohol atau ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Minuman beralkohol adalah minuman yang
pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam
pengawasan. Pengawasan tempat pengedaran dan penjualan minuman
beralkohol di daerah dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh tim yang
beranggotakan instansi terkait di Daerah. Tim wajib memberikan
pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian izin. Pemberian
pertimbangan kepada Bupati tetap harus memperhatikan saran dan masukan
kepada masyarakat. Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman
beralkohol vang telah diberikan atau mengurangi jumbelah minuman
beralkohel yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan
umum. Pencabutan izin tersebut karena bertentangan dengan kepenungan
umum, dianggap peru untuk meniaga kepentingan umum, dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang Dberlaku. Bupati capat
menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus,
pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Penertiban minuman beralkohol yaitu Bupati dapat
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membatasi jumbelah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di
daerah setelah mendengar pertimbangan dar tim pengawasan dan
penertiban. Pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol di
daerah dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban secara terpadu
dibawah koordinasi Bupati.

Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam
botol atau kemasan etiket jenis minuman kadar alkohol, volume minuman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku. Sesuai dengan
penggolongan minuman beralkohol yaitu golongan B (kadar alkohol 5%
sampai 20%) dan C (kadar alkchol 20% sampai 55%; peradaran dan
penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan maksudnya
adalah minuman beralkoho! golongan B dan C terseput hanya dapat dijual di
Hotel, Restoran, Kelab malam, Bar, Diskotik dan sejenisnya (Kep.Res Rl No.
3 Tahun 10897). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol tersebut dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian
dan Perdagangan dengan instansi terkait.

Pengawasan pengedaran minuman beralkohol yang diatur dalam
Ferutusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
R2/MENKES/SE/ 1/1998 yaitu dalam rangka pemeliharaan mutu minuman
beralkuhol meiiputi :

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
2. Pengambilan contoh minuman beralkohol

K¥.




Sehubungan dengan hal tersebut di atas pengawasan juga
dilaksanakan dalam memproduksi minuman beralkohol secara tradisional
dan produsen minuman beralkohol yaitu dengan harus memilki sertifikat cara
produksi makan yang baik agar memenuhi standar mutu, standar mutu yang
dimaksud adalah sekurang-kurangnya meliputi keadaan, kadar alkohol, kadar
bahan tambahan dan cemaran. Penting juga dalam memenunhi standar mutu
yang menyangkut label yaitu meliputi komposisi, isi bersih, nama dan alamat
produsen atau importir,

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
indonesisa Nomor 359/MPP/KEP/10/1987 bentuk pengedaran minuman
beralkohol yaitu golongan A, B dan C hanya diisinkan menjual minuman
beraikohol untuk diminum di tempat. Pengecer minuman beralkohol golongan
A, B, dan C hanya diisinkan menjual minuman beralkohol secara eceran
dalam kemasan dan isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh
) mil. Khusus untuk golongan B dan C hanya dapat diminum di :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan §

2. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka

3. Bar termasuk Pub dan Klab malam yang berlokasi di ibu kota

Propinsi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penjualan langsung untuk

diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diisinkan

melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 sampai dengan 15.00 waktu




setempat dan pada malam hari jam 18.00 sampai dengan 22.00 waktu
setempat, khusus pada hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari
dapat diperpanjang maksimum 2 jam. Tempat atau lokasi pengecer dan atau
penjual langsung untuk minuman beralkohol mengandung rempah-rempah,
jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkohol setinggi-
tingginya 15% (lima belas persen). Khusus untuk pedagang kaki lima,
pedagang keliling, pedagang pinggir jalan yang tidak menggunakan
kendaraan bermotor untuk menjual minuman beralkohol yang mengandung
rempah-rempah, jamu dan sejenisnya fidak diwajibkan memperoleh SIUP
(Surat Isin Usaha Perdagangan) maupun SIUPME (Surat Isin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkchol).

Menteri Ferindustrian dan Perdagangan Republik indonesisa Nomor,
359/MPP/Kep/10/1897 juga mengatur tentang Toko Bebas Bea dilarang
menjual minuman beralkoho! golongan B dan C, kecuali secara eceran
kepada :

1. Anggota Komps Diplomatix sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1857.
2. Tenaga (ahli) Bangsa asing yang bekerja pada lambaga-lembaga
internacional sebagaimsna yang dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indoneia Nomor 18 Tahun 1955.
3. Mereka yang akan bepergian keluar negeri.

4. Mereka yang baru fiba dari luar negeri.
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas lebih lanjut dijelaskan bahwa
pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap

1. Industri minuman beralkohol, importir minuaman beralkohol,
distributor, sub distributor, Toko Bebas Bea dan Penjual Langsung
untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C.

2. Perizinan sarana produksi, produksi bahan baku atau penolong, mutu
dan impor minuman beralkohol golongan A, B, dan C sera
pelaksanaan peredarannya.

3. Tempat atau lokasi pengedaran penjualan minuman beralkohol A, B,
dan C.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang
dimaksud di stas dilaksanakan oleh Departemen Perindustian dan
Feradagangan, Depariemen Kesehatandan Depertemen Keuangan sesual
dengzn kewenangan masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Menteri,
sedangkan pelaksanaan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol
secara tradisional dilakukan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat 1
berdasarkan pedoman pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol

secara fradisional.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penslitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini
adalah metode penelitian empiris yang bersifat deskriptii yaitu penelitian
bagaimana hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku
manusia, menempatkan hukum sebagai objek dengan meneropong dari luar
hukum menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.
E. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai
dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan itu sendiri
maupun lokasi dimana penzlitian dilaksanakan. Penulis memilih Kantor
Supati Soppeng, Kantor Polisi Resor Soppeng, Kantor Kejaksaan Negeri
Soppeng, Kantor Pengadilan Neger Soppeng, Dinas Kesehatan dan
Kesajahteraan Sosial Soppeng, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, dan
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai lokasi
penelitian dengan alasan bahwa di lokasi tersebut terdapat referensi yang
berhubungan dengan judul penelitian, data- data kasus, buku-buku, majalah,
Karya i@mish yamg berkaitan dengan judul penulis angkat, selain itu
mempamudah penulis untuk memperoleh data-data yang akurat sers

komprehensif yang diperiukan.
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C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu
data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau
ada hubungannya dengan yang diteliti dan data skunder yaitu melalui studi
kepustakzan (Libran Research) data yang dimksud yaitu sumber data tertulis
dari berbagai buku, majalah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan
iimiah ini.
D.Teknilt Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah dengan observasi langsung , wawancara dengan
aparat Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Kepala Bagian Hukum dalam kantor
Bupati Kabupaten Soppeng, Dinas Kesehatan dan Kesejzhteraan Sosial
studi dokumen atau kepustakaan melalui fibrary reseach dengan jalan
menelusuri literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas, seperti :

1. Buku-buku, majalah, dan tulisan iimiah yang berhubungan masalah
yang dibahas dalam penulisan.
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan renulisan.

E.Teknik Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan pada pertimbangan yang obyektif (

dilihat dari arah masalahnya). Salain itu dibatasi oleh sudut subyektif { yang
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dinubungkan dengan keterbatasan sumber informasi. Untuk mengolah data
yang terpadu dan sistimatis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif
dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006

Terhadap Peredaran Minuman Beralkohel di Kabupaten Soppeng

Perubahan sikap perlaku masyarakat khususnya para pengguna
maupun para penjual atau pengedar minuman keras cenderung amoral,
Alasan budaya dan kebiasaan masyarakat umumnya dan khususnya
masyarakat Kabupaten Soppeng yang sebagian masih beranggapan bahwa
minuman keras merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah
mengakar, padahal hal tersebut adalah pemikiran yang salah. Gebagian
masyarakat masih ada yang menghidupi dirinya dengan menjual dan
memproduksi minuman beralkohol karena lebih praktis dan cepat serta harga
yang cukup dapat memberi penghasilan bagi mereka sehari-han, sehingga
pola hidup seperti ini seolah-olah sulit dipisahkan dari masyarakat,
sedangkan sumber-sumber kehidupan dari potensi wilayah Kabupaten
Soppeng masih cukup menjanjikan. Banyak diantara masyarakat, terutama
para pengguna minuman keras belum bahkan tidak menyadari banwa ditinjau
dari aspek kesehatan sebenamya cukup merusak saraf-saraf berpikir yang
mengakibatkan lemahnya proses berpikir seseorang dan munculkan sifat

anarkis dan lebih berbahaya lagi bahwa zat ini bisa merusak sum-sum tulang.



Keberadaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat memperbesar
benih-benih konflik yang bisa mengarah kepada kerusuhan.
1. Sosialisasi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusli SH, Msi (Kepala Baglan
Hukum Kantor Bupati Soppeng) dalam upaya penegakan berlakunya
Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006, langkah awal yang dilakukan oleh
aparat yang terkait yaitu Kepala Bagian Hukum dan Satuan Polisl Pamong
Praja Kantor Bupati Soppeng, dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial yang bekerja sama dengan Kepala Desa sefiap Kecamatan yaitu
mensosialisasikan Peraturan Daerah Nemor 12 tahun 2008 dihadiri oleh lima
puluh orang setiap kecamatan dengan komponen peserta yaitu Perangkat
Kecamatan, Perangkat Kelurahan, Perangkat Dess, Perangkat Tokoh
Masyarakat, dan Perangkat Tokoh Agama, yang dilaksanakan disetiap
Kecamatan, Peraturan Daerah ini disosialisasikan sebagai upaya untuk
memberikan pemahaman masyarakat terhadap produk Hukum Daerah,
sehingga mereka akan lebih menghargal dan mematuhi hukum dengan
sebaik-baiknya, jika masyarakat telah mengetahui dan mentaati hukum maka
kasus-kacus keiahatan yang disebabkan oleh pengonsumsian minuman
beralkoho! secara berdebihan dapat dicegah stau sefidsknya dikurengi
{wawancara tanggal 19 Juni 2007):
1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan

Ganra pada tanggal 13 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor
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Kecamatan Ganra yang dibawakan oleh kepala Dinas Koperindag
Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan
Energi).

. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan
Donri-Donri pada tanggal 14 Desember 2006 dilaksanakan pada
kantor Kecamatan Donr-Donri yang dibawakan oleh Kepala Dinas
Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan
Pertambangan dan Energi).

. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 di Kecamatan
Maroriawo pada tanggal 15 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor
Kecamatan Marcriawo yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag
Tamben (Koperasi Perindustian Perdagangan Pertambangan dan
Energi).

_ Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan
Liliiaja pada tanggal 18 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor
Kecamatan Liliiaja yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag
Tamben (Koperasl Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan
Energi).

Sosialisasi Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan
Marioriwawo pada tanggal 19 Desember 2006 dilaksanakan pada

kantor kecamatan Marioriwawo yang dibawakan oleh Kepala Dinas




Koperindag Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan
Pertambangan dan Energi).

. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan
Lalabata pada tanggal 20 Desember 2006 di laksanakan pada kantor
Kecamatan Lalabata yang dibawakan cleh Kepala Dinas Koperindag
Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan
Energi).

. Sosialisal Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 di Kecamatan
Liliilau pada tanggal 21 Desember 2006 dilaksanakan pada kantor
Kecamatan Lilirilau yang dibawakan oleh Kepala Dinas Koperindag
Tamben (Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan
Energi).

2. Penghukuman

Langkah berikut dalam penegakan pelaksanaan Peraturan Dearah

MNomor 12 Tahun 2006 adalah proses penghukuman, setelah melakukan
pemeriksaan pada kasus pengedaran minuman beralkohol yang tidak sesual
dengan peraturan perund=ng-undangan yang berlaku, oleh aparat kepalisian
membuat Berita Acara Pemeriksaan yang diseriai dangan pasal yang
terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, Berita acara
tersebut diajukan langsung ke Pengadilan karena kasus minuman beralkchol

termasuk tidak pidana ringan, serta diputus berdasarkan Peraturan daerah

Nomor 12 Tahun 2006, perkara yang telah diputus di Pengadilan, berkas
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perkara dan barang bukti dikiim ke Kejaksaan untuk dilaksanakan eksekusi
yaitu dengan pemusnahan barang bukti,

a. Peran Aparat Yang Terkait Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengawasan,

Pengendalian, dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol
Di Kabupaten Soppeng

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Drs.A. Paturusi, M.Si (Kepala Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja, tanggal 21 Juni 2007) menyatakan bahwa kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002, dengan resmi
keberadaan menjadi suatu institusi Perangkat Daerah, mempunyai
tugas dan tanggungjawab sesuai amanat yang diberikan oleh
Bupati, dengan dasar itu Satuan Polisi Pamong Praja yang
sebelumnya masih mengikut pada Bagian Tata Pemerintahan
Daerah, namun sejalan dengan Undang-Undang Nomer 22 Tahun
1999 yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu
pasal telah mengatur dengan jelas keberadaan Polisi Pamong
Praja dalam pemerintahan di daerah, Pasal tersebut menjelaskan
bahwa dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang

telah ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah, maka satuan
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Polisi Pamong Praja ditunjuk sebagai pelaksana penegakan
Peraturan Daerah tersebut, oleh karena itu keberadaan Satuan
Polisi Pamong Praja telah menjadi paradigma baru bahwa yang
dulunya perangkat wilayah sekarang telah menjadi perangkat
daerah.

Membahas masalah Peraturan Daerah tentunya merupakan
produk hukum yang dibuat antara lembaga eksekutif dan lagislatif,
produk tersebut benar-benar sangat diperiukan dalam membangun
sistem pemerintahan yang objekiif dan akuntabel. Sesuai dengan
visl dan misi kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Soppeng yaitu * Terdepan Dalam Penegakan Peraturan Daerah,
Guna Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban" untuk itu setiap
ada Paraturan Daerah berusaha untuk dapat mengawal Peraturan
Daarah tersebut. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban
Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Seppeng, maka
tel=h dibentuk Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan)
Kabupaten di dalamnya terdapat unsur terkait antara lain Satuan
Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
dan Polisi Resor Soppeng serta pihak terkait fainnya dalam wakiu
dekat akan melakukan operasi minuman keras dalam wilayah

Kabupaten Soppeng, namun sepelum Peraturan Daerah Nomor 12



iahun 2006 ini dibuat kami tetap melakukan pengamanan dan
pengawasan minuman beralkohol termasuk di tempat-tempat
wisata yang ada di Kabupeten Soppeng. Khusus bagi Satuan Polisi
Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006,
merupakan tantangan yaitu Peraturan Daerah ini menyangkut
ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, dan lebih khusus

adalah mewujudkan masyarakat Soppeng yang bebas minuman
keras atau minuman beralkohol.

2. Polisi Resor Soppeng

Menurut Bripka Tammugau (Anggota unit Sabhara
wawancara tanggal 19 Juni 2007), peran aparat Kepolisian dalam
upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu
melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang larangan
pengedaran minuman beralkohol secara ilegal atau tidak
memenuhi Peraturan Daerah maupun perundang-undangan
tentang minuman beralkohol termasuk daiam kepemilikan surat isin
usaha penjualan minuman beralkohol, selain itu pemIsangan
famplet di pinggir jalan, dan bagi masyarakat yang didapatkan
menjual minuman beralkohol, tidak memiliki surat isin usaha
penjualan minuman beralkohol diadakan penangkapan, penyitaan
barang, diamankan dan diadakan pembinaan, jlka setelah

diadakan pembinaan, masih tetap melanjutkan kegiatan atau
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usahanya tersebut maka dari aparat kepolisian akan memproses
sampai ke Pengadilan dan Kejaksaan. Peran dari aparat kepolisian
juga sebagai penyidik menurut Bripda Hardiman (Penyidik
pembantu dalam kasus minuman beralkohol wawancara tanggal 18
Juni 2007) yaitu penyitaan barang bukti jika pengedar tertangkap
tangan menjual minuman beralkohol dengan tidak dilengkapi surat
isin penjualan, langsung dilakukan penangkapan , namun [ika
hanya laporan polisi atau aduan masyarakat dilakukan
pemanggilan tersangka, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan
saksi, selanjutnya di limpahkan ke Pengadilan,
3. Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng

Peran Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng dalam
Pelaksanaan Perzturan Daerah Nemor 12 Tahun 200S. menunit
Rusli. SH.M.Si (Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng
wawancara tanggal 19 Juni 2007) yaitu berperan dalam menyusun
Peraturan Daerah Ksbupaten Soppeng, kemudian disosialisasikan
kepada masyarakat, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan
Kesejahteraan sosial, Pihak Kejaksaan, Satuan Polisi Parmong
Praja serta instansi terkait lainnya.

& Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Menurut Hj. Kusmini MuinSE (Anggota POM Dinas

Kesehatan dan Kessjahteraan Sosial, wawancara tanggal 20 Juni



£007) peran Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yaitu
memantau dan membina bagi masyarakat yang menjual minuman
beralkohol yang tidak memenuhl Peraturan Daerah maupun
peraturan-peraturan lain tentang minuman  beralkohol yang
berlaku, bekerjasama dengan aparat Kepolisian Soppeng, dengan
membuat surat pemyataan tertulis tidak akan menjual minuman
beralkohol yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku, namun
setelah diadakan pembinaan yang bersangkutan tetap menjual
minuman beralkohol maka langsung diamankan oleh aparat
kepolisian baik penjual atau pengedar maupun barang bukti.
5. Pengadilan Negeri Soppeng

Peran Pengadilan MNegeri Soppeng daiam pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yaitu mengadill dan
memutuskan perkara atau kasus pengedaran minuman beralkohol
yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku, sstelah perkara
diputus dikirimkan ke Kejaksaan untuk dilzhukan eksekusi yaitu
pemusnahan barang bukdi, menurut Danvis SH (Hakim Pengadilan
Negeri Soppeng wawancara tanggal 14 Juni 2008).

6. Kejaksaan Neger Soppeng
Menurut Hardijono Sidayat, SH (Jaksa Muda wawancara

tanggal 14 Jun 2007) bahwa peran pihak Kejaksaan Negeri
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Soppeng dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2006 yaitu ikut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
dengan memberikan penyuluhan dan penanganan hukum
khususnya telah mensosialisasikan maksud dan tujuan
diperlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 pada
masyarakat kabupaten soppeng, peran lainnya adalah
mengeksakusi terdakwa dalam kasus tindak pidana ringan yang
telah diputus oleh pihak Pengadilan termasuk kasus pengedaran
minuman beralkohol yang tidak memenuhi Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006.

b. Jumlah Kasus Yang Ditanganl Dalam Pelaksanaan Peraturan
Gaerah MNomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan,
Pangendalian dan Peneriiban Pengedaran Minuman Beralkonol
di Ksbupaten Soppeng

Tabel 1. Jumlah Kasus Pengedaran Minuman Beralkohol
Ditangani Dari Tahun 2003 Sampai Tahun 2007

Instansi vahun Jumniah
2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2007
Polisi Resor | 4 6 10 11 11 39
Pengadilan | 4 4 8 6 23
Negs/i
Kejaksaan | 4 | g | 10 [ 11 | 11 | 28
| Negeri l
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Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa jumiah kasus
pengedaran minuman beralkohol pada Polisi resor Soppeng yang
paling banyak ditangani pada tahun 2007, Menurut Bripda
Hardiman (Penyidik Pembantu kasus Minuman beralkohol
wawancara tanggal 18 Juni 2007) data tersebut di atas pada tahun
2004, 2 (dua) kasus hanya diadakan pembinaan, tahun 2005 6
(enam) kasus hanya diadakan pembinaan, tahun 2006 3 (tiga)
kasus hanya diadakan pembinaan, dan pada tahun 2007 & (lima)
kasus hanya diadakan pembinaan, alesan bahwa adanya kasus
yang hanya diadakan pembinaan bahwa dilihat dari lama usaha
tersebut dijalankan dan sebelumnya belum pemnah diadakan
penaguran atau pembinaan cleh aparat yang terkait terhadap
ussha yang dijalankannya, namun apabila teiah diadakan
pembinaan dan masih tetap menjalankan usaha tersebut maka dari
aparat Kepolisian langsung mengadakan penangkapan dan
penyitaan barang bukti dan diproses sampai ke Pengadilan.

Dari tabel tersebut di atcs dapat dilihat bahwa jumiah kasus
pengedaran minuman beralkohol yang tidak mamenuhi peraturan
perundang-undangan yang werlaky atau tidak sesuai Peraturan
Daarah Nomor 12 Tahun 2006 Paca Pengadilan Negri Soppeng
yang paling banyak pada tahun 2006 sebanyak B (delapan) kasus

sampai akhir Juni tahun 2007, menurut Darwis SH (Hakim
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Pengadilan Negeri wawancara tanggal 14 Juni 2007) bahwa
dengan jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan ditentukan
sepenuhnya oleh aparat kepolisian sebagal penyidik dalam kasus
pengedaran minuman beralkohol yang melimpahkan kasus
tersebut ke Pengadilan. Setiap kasus pengedaran minuman
beralkahol yang tidak memenuhi izin yang berlaku atau yang diatur
dalam Peraturan Daerah Momor 12 Tahun 2006 dari pihak
Pengadilan akan menyidangkan dan memutuskan sesual
Peraturan Daerah tersebut.

Dari tabel di atas dapat dillhat bahwa kasus yang ada di
Pengadilan Negeri Soppeng dan Kejaksaan Negen Soppeng
jumiahnya sama, menurut Hardijono Sidayat SH (Jaksa Muda
wawancara tanggal 14 Juni 2007), jumbelah kasus di Pengadilan
dan di Kejaksaan jumiahnya sama, hai ini disebabkan karena dari
pihak kejaksaan dalam kasus tindak pidana ringan khususnya
pengedaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi izin yang
telah ditetapkan hanya dapat mengeksekusi setelah kasus tersebut
diputus oleh pihak pengadilan dalam hal inl berperan dalam

pemusnanan barang buktl.
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c. Persepsi Aparat Terkait dan Masyarakat Terhadap Peraturan
Daerah Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian
dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten
Soppeng

1. Persepsi Aparat Terkait Terhadap Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2006 Kabupaten soppeng
a. Satuan Polisi Pamong Praja
Menurut  Drs.A.PaturusiMsi bahwa membahas
masalah Peraturan Daerah kami tetap memegang teguh
amanat yang telah dibebankan oleh Satuan polisi Pamong
Praja, sesuiit aspapun, yang namanya aturan kami tetap
berusaha menegakkan demi kelangsungan ketentraman dan
keterlipan dalam masyarakai, khusus Peraturan Daeran
Nomor 12 tahun 2008 inl kami berusaha melakukan yang
terbaik, dengan menjadikan aturan tersebut sebagai acuan
atau patokan dalam pelaksanan tugas-tugas kami
(wawancara tanggal 21 Juni 2007).
b. Polisi Resor Soppeng
Menurut Bripka Tammugau bahwa pada dasarmya
pihak Polisi Resor Soppeng sangat mendukung dengan
dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yang

dapat kami jadikan sebagai dasar dalam menangani kasus
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minuman beralkoho! yang tidak sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan. Sesuai pendataan kami setiap tahun tentang
penyebab terjadinya beberapa kasus tindak pidana
khususnya di Kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang
sangat signifikan ialah karena minuman keras. Angka hasil
analisa dan evaluasi kasus menunjukkan 50% sampai
dengan 55% kasus terjadi akibat dan berawal dari minum
minuman keras. Penegakan hukum tentang minuman keras
khususnya di Kabupaten Soppeng kurang efeklif, karena
disamping rendahnya sanksi hukum yang ada, juga karena
konsep dan tindakan aparat cenderung lebih bersifat

formalitas dan kurang melibatkan masyarakat (wawancara

tanggal 19 Juni 2007).

. Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng

Menurut Rusli SHMSi dengan adanya Peraturan
Dacrah dari sisi masyarakat untuk mengendalikan
pengedaran minuman beralkohol dapat menjadi payung dari
aparat pelaksana Peraturan Daerah, karena minuman
beralkohol disatu sisi juga dibutuhkan, termasuk dibutuhkan
oleh wisatawan mancanegara, sehingga harus ditentukan
tempat-tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan. Dengan

adanya Peraturan Daerah ini yang dulunya tempat-tempat
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penjuatan minuman beralkohol seperti rumah makan Sedap
dan Wahyu sudah tidak beroprasi seperti biasanya
(wawancara tanggal 19 Juni 2007).
. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Menurut Hj.Kusmini Muin,SE bahwa dengan dibuatnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dari Dinas
Kesehatan dan Kesejahteraan Saosial lebih mendukung dalam
menjalankan tugas kami yaitu dalam membina dan
memantau penjualan minuman beralkohol yang fidak
memenuhi izin yang telah ditetapkan (wawancara tanggal 20
Juni 2007).
. Pengadilan Negeri Soppeng

ienurut Darwis, SH bahwa setelah beriakunya
Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2006 contoh kasus
hahwa ada salah satu tempat rumah makan yang awainya
menjual minuman neralkohol dengan adanya Peraturan
Daerah Nomeor 12 tahun 2006 berali usaha dengan zasan
bahwa sering adanya operasi-operasi minuman keras yang
yang menyerst sampai kepada urusan Pengadilan. Sehingga
lebin memilit beralih keusaha lain (wawancara tangga! 14

Juni 2007).
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f. Kejaksaan Negeri Soppeng
Menurut Hardijono Sidayat,SH pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 belum beralan dengan
maksimal karena masih banyak ditemukan pelanggaran-
pelanggaran baik dikalangan masyarakat pedesaan maupun
diperkotaan, indikasinga masih banyak perkara minuman
keras yang belum diselesaikan atau diproses hukum sesuai
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, masih banyak
dilakukan penindakan hanya dengan cara pembinaan atau
secara kekeluargaan terhadap pelaku pelanggaran minuman
keras , yang seharunya sejak berlakunya Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006 semua pelanggaran minuman keras
harue diproses hukum sesuai Peraturan Daerah tersebut
(wawancara tanggal 14 Juni 2007).
2. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2006 Kabupaten soppeng
a. Mantan Pekerja Rumah Makan Wahyu
Menurut Riliana Dengan berlakunya Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2008, tempat rumah makan Wahyu ditutup
atau tidak beroprasi seperti biasanya lagi, tapi justru dengan
ditutupnya tempat tersebut, mestinya kios-kios kecil juga

harus dibersihkan dari minuman beralkohol, saya masih
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melihat banyak anak-anak remaja yang senng minum
minuman beralkoho! dipinggir jalan yang semestinya hal
\ersebut sudah tidak terjadi lagi, bahkan tempat-tempat
penjualannya masih ada salah satunya disekitar pasar
Sentral Lapajung (wawancara tanggal 20 Juni 2007) s
b. Supir mobil

Menurut Irwanto seiak berlakunya Peraturan Daerah
Momor 12 Tahun 2008, rumah-rumah makan besar yang
biasa menyediakan minuman beralkoho! memang sudah tidak
beroprasi seperti biasanya, tapl Irwanto termasuk pecandu
minuman beralkchol yang sudah ketergantungan dalam satu
haii eefidaknya cukup meneguk satu boto! minuman keras,
masih bisa menemukan minuman beralkonol di kios-kios
kecil, npamun memang penjualanrya sudah sumbunyi-
sembunyi, tidak sepertl dulu yang diperdagangkan secara
bebas (wawancara tanggal 19 Juni 2007).

c. Wiraswasta

Menurut Budianto sejak berlakunya Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006, penjualan minuman beralkoho! sudah
tidak dibiarkan seperti biasanya, namun fidak menutup
kemungkinan masih ada yang tetap menjalankan usaha

tersebut, karena masih seringnya ditemukan anak-anak
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remaja minum-minum di pinggic jalan, namun sudah tidak

seperti biasanya sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2006 diberlakukan (wawancara tanggal 17 Juni 2007).

d. Pelajar
Menurut Fimawati sebelum dan setelah Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2006 diberlakukan, masih tetap

melihat teman-teman laki-laki disekolah meminum-minuman

beralkohol secara sembunyi-sembunyi dan dengan

mudahnya mereka mendapatkannya (wawancara tanggal 20

Juni 2007).

Melihat tanggapan atau persepsi aparat yang terkait dan
masyarakat bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor i2
Tahun 2006 tempat-tempat penjualan yang menjual minuman
beralkohol seperti rumah makan Sedap dan Wahyu tidak beroprasi
separti biasanya bahkan beralin ke usaha lain, tapi temyata dengan
ditutupnya kedua tempat besar pengedaran mminuman beralkohol
tarsebut, dari tanggapan atau persepsi masyarakat yang sering
menemukan  masih adanya remaja-remaja yang terlinat
mengonsumsi minuman beralkohol, hal ini berarti bahwa hanya
tempat-tempat besar pengedaran minuman beralkohol Yyang

diadakan pengawasan, sedangkan kios-kios kecll masih dan
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sejenisnya tetap beroprasi secara diam-diam atau secara

tersembunyi.
d. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pengedaran Minuman
Beralkohol di Kabupaten Soppeng
Untuk mencegah dan menanggulangi pengedaran minuman
beralkohol di Kabupaten Scppeng, periu dilakukan suatu upaya yang
sungguh-sungguh baik dari aparat atau pejabat yang berwenang
maupun masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukarn yaitu antara
lain:
1. Satuan Polisi Pamong Praja
ienurut Drs. A. Paturusi, M.Si (Kepala Satuan Poiisi Pamong
Praja wawancara 21 Juni 2007), dalam mencegan dan
managgulangi peredaran minuman beralikohal maka Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Soppeng, telah membuat beberapa
rancangan kera yang selanjutnya membaniu dalam pelaksanaan
tugas dalam mencegah dan menanggulangi pengedaran minuman
beralkohol tersebut. Upaya prefentif Catuan Polisi Pamong Praja
bekerja sama dengan pagian Ekonomi Sekertaris Daerah
Kabupaten Soppeng, yaitu setiap toko atau sejenisnya vang ingin
memperpaniang iz usahanya akan diadakan survey terlebih
dahulu, hal tersebut dilakukan guna untuk melihat langsung usaha

yang sebenamya mereka |alankan, dengan demikian dihimbau



kepada para penjual agar tidak menjual minuman beralkohol.
Adapun upaya atau tindakan represif satuan Polisi Pamong Praja
yaitu berusaha melakukan razia yang bekerjasama dengan aparat
terkait terhadap tokotoko atau sejenisnya untuk mengambil
minuman tesebut apabila tidak memiliki izin usaha dari pihak yang
berwenang afau bertentangan dengan peraturan yang berlaku
dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006.
2. Polisi Resor Soppeng
Menurut Bripka Tammugau (Anggota Unit Sabhara) bahwa
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap
pengedaran minuman beralkoho! di Kabupaten Soppeng yaitu -
(wawancara tanggal 19 Juni 2007)
a, Rekayasa Sosial
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomeor 12 Tahun 2006
2) Pelembagaan ~ Pembersihan Miras * melalui
pembentukan kelompok-kelompok Peduli dan parisipan
disetiap lingkungan masyarakat.
3) Penyebaran brosur atau selebaran atau stiker,
pemasangan spanduk atau baligo dan lain-lain.

4) Dialog-dialog, seminar, panel diskusi dan lain-lain.
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5) Kegiatan sosial, pegelaran seni Anti Minuman Keras
dan lain-lain.
b. Upaya Pre- emptyp :
1) Penyuluhan atau penerangan keliling atau kampanye,
melalui siaran radio dan lain-ain.
2) Khotbah seimbang ke lokasi-lokasi minuman keras dan
lain-lain.
3) Perketat izin usaha minuman keras, pengawasan
pegolahan pohon Enau.
4) Pengalihan usaha olah pohon Enau menjadi usaha
Gula atau pemberan modal usaha lain kepada para
pengolah pohon Enau.
5) Deteksi dan lokalisir jokasi-lokasi minuman Keras.
¢. Preventif (pencegahan).
1) Digalakkan patroli sacara terpadu dan priodik ke lokasi-
lokasi minuman beralkohol.
2) Mingkatkan pergamanan pada lokasi-lckasi pesta.
3) Didirikan pos-pos pemantau.
4) mMemfungsikan Satuan Polisi Pamono Praia dan Balai

POM untuk melaksanakan operssi yustisil terhadap

minuman keras.
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d.Tindakan Hukum * Kemanusian"

1) Razia terpadu kendaraan pengangkut minuman keras

2}

3)

4)

tanpa memproses kasusnya. Cukup dengan menyita
Minuman keras dan membuat pernyataan.

Sanksi moral bagi penjual atau distributor dan tokoh
masyarakat (adat). Contoh: tidak dilayani permohonan
lzin pesta adat dan pesta nikah.

Pengumuman kepada khalayak atau masyarakat yang
tertangkap minum minuman keras. Proses hukum
pidana (KUHP) oleh Polri setelah 3 (tiga) kall berbuat
dan diberlakukan denda sesuai Peraturan Daerah,
Pencabutan izin tertentu bagi yang masih menjual atau

mendistibusi minuman keras.

e. Rehabilitasi (Represif)

Melaksanakan pembinaan secara berkala dan kontiniu

terhadap para pelaku minuman keras.

3. Bagian Hukum Kantor Bupati soppeng

Menurut Rusli, SH,M,Si (Kepala Bagian Hukum wawancara

tanggal 19

Juni 2007) upaya pencegahan atau penanggulangan

pengedaran minuman beralkohol di Kabupeten Soppeng yaitu

dengan mengatur sedemikian rupa aturan pasal-pasal sehingga



dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006,
4. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Menurut Hj.Kusmini Muin,SE (Anggota POM Dinas
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial wawancara tanggal 20 Juni
2007) usaha dalam pencegahan dan penanggulangan yaitu bekera
sama dengan aparat yang terkait dalam melakukan razia terhadap
kios-kios atau sejenisnya dalam pemeriksaan kadar alkohol yang
harus diawasi dengan mengambil sampel minuman serta dalam
pemeriksaan surat izin usaha.
5. Pengadilan Negeri Soppeng
Upaya pencegahan dan penangguiangan pengedaran
minuman beralkohol di Ksbupaten Scppeng menurut Darwis,SH
(Hakim Pengadilan Neger wawancara tanggal 14 Juni 2067) bahwa
dari pihak Pengadilan upaya yang dapat ditakukan yaitu dengan
penjatuhan hukuman berdasarkan peraturan yang herlaku terhadap
setiap kasus minuman keras.
6. Kejaksaan Negeri Soppeng
Menurut Hardijono Sidayat.SH (Jaksa, wawancara tanggal 14
Juni 2007) bafiwa upaya pencegahan dan penaggulangan vang

dilakukan oleh pihak kejaksaan yaitl bekerjasama dengan bagian



hukum kanior Bupati Soppena daiam meiaksanakan penyuluhan
hukum kepada masyarakat.
B. Bentuk Pengawasan. Pengendalian dan Penertiban Pengedaran
Minuman Beralkohol Di Kabupaten Soppeng

Upava dalam pelaksanaan atau penegakan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2006 yaitu dalam pengawasan. pengendalian dan penertiban
pengedaran minuman beralkohol ¢i Kabupaten Soppeng yand dilakukan oleh
catuan Polisi Pamona Praia Selaku Pelaksana Peraturan Daerah dan Polisi

Resor Soppena sebagai aparat penegak hukum antara lain :

1. Satuan Polisi Pamona Praja

Menurut Drs.A.Paturusi.M.Si {Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja wawancara tangoal 21 Juni 2007) langkah Satuan Polisi
Pamong Praia sebagai pelaksana Peraturan Daerah khususnya
Paraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 vaitu dalam mengawasi
peredaran minuman bersikohol adalah dengan memberikan
penyuluhan vand bekerjasama dengan aparat terkait, khususnya dari
pihak Dinas Kesehatan dan Keseiahteraan Sosial, kaitannya dar
bahaya minuman keras atau beralkohol bagi kesehatan. dari pihak
polisi Pamong Praja tidak mengetahui persis masalah teknisnya.
selanjutnya masalah pengendalian selain bekeriasama dengan Tim
POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten, juca tetap

menagadakan razia. razia tersebut menaarah kepada minuman



beralkohol yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau kadar alkohol
yang teralu tinggi, dengan demikian penertiban yang dilakukan ke
tempat-tempat yang diindikasikan menjual minuman keras dilakukan

rutin setiap bulan, sehingga peredaran minuman keras dapat ditekan

peredarannya.
2. Polisi Resor Soppeng

Menurut Bripka Tammugau (Angggota  unit Sabhara
wawancara tanggal 19 Juni 2007) bahwa bentuk pengawasan,
pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di
Kabupaten Soppend yaitu langkah awal atau konsep utama dengan
pendekatan kemanusiaan, program Bersin Miras adalah upaya
rekayesa sosial yang mengadepankan kemanusiaan bukan kekuatan
dan kekerasan, oleh karenanya eemua kegiatan l2bih bersifat
persuasif dan edulatif bukan koersif, menaingat para penjual
minuman beralkahol import dan produsen minuman keras tradisional
lebih cendernung didorong cleh keinginan mencari pilal tarmbah usaha.
Dragram Bersin Miras adalah salah satu cara dalam peangawasan
secara sosiclogis yaitu memperbesar proses interaksi dan
komunikasi antara par@ pelaku minuman keras vaitu produsen,
penjual, peminum dan jain-lain, dengan semua subjek memiliki
kekuatan untuk menanggulangi minuman keras atau beralkohol yaitu

aparat Negara, Birokrat, Parlemen atau DPR dan lain-ain. Interaks



dan komunikasi dua arah antara subjek atau objek tersebut lebin
banyak, lebih banyak dikomunikasikan antara pihak-pihak yang
terlibat dalam pemecahannya. Dalam proses ini semua komponen
diajak bicara dan bertindak dan tidak ada yang dianggap lawan
terutama para pelaku minuman keras.

Pola dan sistem yang digunakan dalam pengawasarn,
pengendalian dan penertiban yang dilaksanakan yaitu karena
minuman keras adalah salah satu penyakit masyarakst yang sudah
mengakar, oleh kerana itu minuman keras tidak bisa ditanggulangi
hanya dengan mengandalkan kekuatan aparat Negara termasuk
aparat Kepolisian, namun gemua kKomponen masyarakat periu
didorong dan dilibatkan terdepan. Bila periu masyarakat akan Disa
memberi sanksi moral adukatif terhadap para pelaku minuman keras,
hal ini terkait dengan konsep perpolisian masyarakat yaitu di
harapkan muncul sikap penolakan terhadap minuman keras oleh
masyarakat melalui motivasi sikap budaya malu atau Sirk yang
dijunjung tinggi masyarakat Sulawesi Selatan pada umurraya.

Bentuk kegiatan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 yaitu pengawasan,
pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohal di

Kabupaten Soppeng dengan menggunakan 3 (tiga) priode waktu
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secara bertahap yaitu Pra Pencanangan, Masa Pencanangan dan
pengakhiran kegiatan,
a. Bentuk dan jenis kegiatan
1) Penetapan Kelurahan Pilot Proyek,
Z) Pendataan atau pemetaan seluruh aspek yang terkait
dengan minuman keras.
3) Penetapan posko-posko Kendali.
4) Melaksanakan berbagai kegiatan awal seperti:
a) Kampanye atau pawai keliling kabupaten Soppeng
oleh para partisipan.
b} Pemasangan Baliho atau Spanduk dan lain-lain
c) Penyiaran melalui ragio swasta.
d) Penyebaran brosur, stiker, surat-surat
pengumuman, edaran dan lain-lain,
e) Dialog-dialog dengan berbagai komponen
masyarakat.
b. Waktu Pelaksanaan
1) Jangka pendek :
a) Untuk tingkat Kabupaten 3 (tiga) bulan,
b) Untuk tingkat Kecamatan 2 {dua) bulan.
¢) Untuk tingkat Desa atau Kelurahan 3 (tiga)

minggu.
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2) Jangka sedang:
a) Untuk tingkat Kabupaten 6 {enam) bulan,
b) Untuk tingkat Kecamatan 4 (empat) bulan.
c) Untuk fingkat Desa 2 (dua) bulan.
3) Jangka panjang:
a) Untuk tingkat Kabupaten 1 (satu) tahun
b) Untuk tingkat Kecamatan 9 (sembilan) bulan.
¢) Untuk tingkat Desa 6 (enam) bulan.
c. Wilayah sasaran
1} Wilayah — |- sebagai wilayah peredaran minuman
keras import atau modem (Bir, Anggur, dan iain-lain)
a) Kota Watansoppeng (Kecamatan Laiabata).
b) Seluruh pusat kota Kecamatan.
c) Seiuruh Kelurahan.
2) Wilayah — Il Sebagai wilayah produksi minuman keras
sradisional (Ballo atau Tuakpai)
a) Sebagian besar wilayah kecamatan Marioriwawo.
b) Seluruh Desa atau kelurahan yang memproduksi
Ballo di Kabupaten Soppeng.
3) Wilayah lil: Setagai wilayah pemakaian semua jenis

minuman keras baik modem maupun tradisional.

66



Scluruh  desa atau kelurahan (70 desa atau

kelurahan),

d. Sasaran
1) Lokasi pemilik tempat penjualan semua jenis minuman
keras:

a) Toko atau Kios
B) Rumah
c) Cafe atau Rumah makan atau Restoran
d) Hotel atau Penginapan
e) Dan lain-lain

2) Lokasi atau jumiah pohon Enau atau Aren
a) Kebun yang ditanami pohon Enau
b) Nama pemilik
¢} Jumiah pohon Enau yang ada
d) Jumlah produksi minuman tiap hari
e) Nama penyedap atau pengolzhan pohon

3) Kasus-kasus akibat atau karena mengonsumsi
minuman beralkohol:
a) Pembunuhan
b) Penganiayaan
¢) Perkelahian
d) Penghinaan atau pengancaman
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e) Pemerasan
fi Pencurian
g) Kecelakaan Lalulintas

4) Lokasi atau tempat biasa digunakan minum minuman
beralkohol:

a) Toko atau kios
b) Rumah
c) Cafe atau Rumah makan atau Restoran
d) Hotel atau Penginapan
e) Pasar
fi Balai-balai atau Pos
g) Dan iain-lain
. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng

1. Faklor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2006.
Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Momor 12 Tahun 2006

banyak mengaiami hambatan atau kendala. Berdasarkan hasil
wawancara dari beberapa pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong
Praja, Polisi Resor Soppeng. Bagian Hukum Kantor Bupati Soppeng,

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pengadilan dan

Kejaksaan, faktor-fakior yang menjadi penghambat dalam
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pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yaitu antara
lain :
a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa
dengan dibuatnya Peraturan Daerah untuk kepentingan
masyarakat sendiri, alasan budaya dan kebiasaan masyarakal
umunya dan khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng vang
sebagian masih beranggapan bahwa minuman keras merupakan
warisan budaya nenek moyang yang telah mengakar, padahal hal
tersebut adalah pemikiran yang salah, justru dengan
mengonsumsi minuman keras atau beralkohol banyak dampak
negalif yang ditimbulkan sepert, minuman jenis import hanya
menjadi asset ekonomi bagi kalangan tertentu yang mencar
keuntungan sepihak, dari segi kesehatan dengan mengonsumsi
minuman beralkchol, cukup merusak saraf-saraf berpikir yang
yang mengakibatkan lemahnya proses berpikir seseorang dan
memunculkan sikap anarkis, mengonsumei minuman beiakohol
juga memperbesar benih-benih korflic yang biasa mengarah

kepada kerusuhan, serta hanya menambah keresahan

masyarakat yang lain.
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b. Penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan

Menurut Bripka Tammugau (Anggota Unit Sabhara Polisi Resor
Soppeng wawancara tanggal 19 Juni 2007) bahwa sanksi pidana
yang dijatuhkan kepada setiap kasus minuman beralkohol sangat
ringan, sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku
minuman keras (penjual dan peminum), serta dalam proses
penegakan hukum tentang perbuatan atau terkait minuman keras
oleh pihak kepolisian khususnya Polisi Resor Soppeng cenderung
sekedar formalitas.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat yang terkail
(Polisi Resor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Pengadilan,
Bagian Hukum Kantor Bupali, dan Dinas Kesehatan dan
Kessjahteraan Sosial) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006 didapatkan bahwa faktor yang mendukung
pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran
minuiman beralkohol di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang  mendukung kegiatan,  pengawasan,
pengendalian, dan penertiLan pengedaran minuman beralkohal,

sehingga lebih mempermudah instansi atau aparat yang terkait
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c.

dalam menekan peredaran minuman beraikohol khususnya di
kabupaten Soppeng.

Dukungan kemitraan dengan sektor atau instansi terkait, yaitu
salah satunya dengan dibentuk Tim POM (Pengawasan Obat
dan Makanan) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006, yang bekerjasama dengan instansi
terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial, Polisi Resor Soppeng dan lain-lain.
Adanya dukungan anggaran dana dan Bupati atau Daerah,
setiap kegiatan yang dilakasanakan dalam rangka pelaksanaan
Persturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 selalu mendapat
dukungan langsung dar Daerah aiau Bupati vaitu dengan
pemberian dana khususnya dalam pembentukan  Tim,

khususnya Tim POM (Pengawasan Obat dan Makanan)

Kabupaten.
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BAB 5
PENUTUP
. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, dapat disimpulkan
ahwa :

1. Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban Pengedaran Minuman
Beralkohol di Kabupaten Soppeng belum berlaku efektif, hal ini dapat
lihat dari kasus-kasus minuman beralkohol yang lebih banyak
diselesalkan hanya dengan pembinaan atau kekeluargaan, dan masih
seringnya ditemukan remaja-remaja yang minum minuman beraikohol
di pinggir jalan yang berarti bahwa masih adanya penjualan minuman
beralkohel yang masih beroprasi.

2. Bentuk pengawasan, pengendafian dan penertiban pengedaran
minuman beralkohoi di Kabupaten Soppeng antara lain :

1) Memberikan penyuluhan  kepada masyarakat yang
bekerjasama dengan aparat terkait.

2) Bekarjasama dengan Tim POM (Pengawasan Obat dan
Makanan) Kabupaten, juga tetap mengadakan fazia,
dilakukan ke tempat-tempat yang diindikasikan menjual
minuman keras ditakukan rutin setiap bulan.

3) Penetapan Kelurahan Pilot Provek



4) Pendataan atau pemetaan seluruh aspek yang terkait dengan
minuman keras,
5) Penetapan Posko-Posko Kendali
6) Melaksanakan berbagai kegiatan awal seperti.
a. Kampanye atau pawai keliling kabupaten Soppeng cleh
para partisipan
b. Pemasangan Baliho atau Spanduk dan lair-lain
c. Penyiaran melalui radio swasta
d. Penyebaran brosur, stiker, surat-surat pengumuman,
edaran dan lain-lain
e. Dialoo-dialog dengan berbagal komponen masyarakat
3. Faktor-faktor yang mempengaruni peiaksanasan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2006 di Kabupaten Soppeng
a. Faktor penghambat
1) Kureangnya kesadaran dan pemahaman maeyarakat
bahwa dengan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut
untuk kepentingan masyarakat sendiri, alasan budaya
dan kebiazaan masyarakat umumnya dan khususnya
yang sebaglan masih menganggap bahwa minuman

keras merupakan warizan budaya nenek moyang.yang

telah mengakar.
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2) Penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan, bahwa

sanksi pidana vyang dijatukan pada setiap kasus
minuman beralkohol sangat ringan sehingga kurang
memberikan efek jera kepada pelaku minuman keras

baik penjual maupun peminum,

b. Faktor pandukung

1) Tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan

2)

3)

perundang-undangan vyang mendukung  kegiatan,
pengawasan, pengendalian, dan penertiban pengedaran
minuman beralkohol.

Dukungan kemitraan dengan sektor atau instansi terkait,
bekerjasama dengan instansi terkait yailu dangan
dibentukunya TIM POM (Psngawasan Obat dan
Makanan) Kabupaten.

Adanya dukungan anggarar dana dari Bupali atau
Daerah, setiap keglatan yamg dilaksanakan dalam setiap
pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2006 seialu mendapatkan

dukungan anggaran dari Bupati atau Daerah.
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. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan
enulisan skipsi ini ialah

a. Harapan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menambah
berat sanksi pidana yang diberikan kepada setiap kasus minuman
beralkohol, sehinopga memberikan efek jera kepada setiap
pelanggarnya.

b. Harapan kepada aparal yang terkait terhadap legaknya Peraturan
Daerah nomor 12 Tahun 2006 agar lebih tegas memberlakukan sanksi
perdsta dalam hal ini pemberian denda terhacap setiap kasus
minuman beralkohol sesuai Paturan Daerah tersebut.

¢. Meningkatkan kerjasama antar pihak terkait dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Takun 2006.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 74 TAHUN 2006
TANGGAL 31 JULI 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN FENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : & bahwa untuk menghindari berbagai campak yang ditimbulkan
penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat,
terutama pengaruhnya yang dapat menimbulkan gangguan
kesehatan, gangguan  ketentraman dan  keterfiban
masyarakat, maka dipandang perlu adanya ussha dalam
bentuk pengawasan, pengendalian, dan penertivan terhadap
pengadaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten

Soppeng.
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JJuUH . Instruksi Inl supaya dilaksanaksn dengan sahalk-balknya
dengan  penub  langgung jawab  seiln malaporkan
polaksanaannya kapada Mentert Dalam Negan ci. Diraklur
Jendersl Pamerintahan Umum dan onoml Daeral |

KEDELAPAN . nstruksi in mutal barlaku sejak tanggal ditelapkan.

Dilelapkandl Jakarla
14 Pebruari 1997

AM NEGERI

=



+  PERTHA 'IANGEAL < 19 JUwl z001. S S s s =awm

PENGAVILAN WEGERD WA TARSOF PENG,

BERKAT PERHARLA PIDAWA W : 11 /Pid.R/ 2007,

w WP
ATAS WAMA TERDAKWA 3
MANSTUR BIN LERA.
TANGEAL STEING s 19 Juwl 2007.
TANGEA MTuS + 19 JULT 2007.
gt ) s-Mepjaiubikan pidana oléh karena ifu dengah —

pidang pgnJars selama E(@nam) bulan
Mgnetapkan pppwd pideng tersebut tldek perlu

41 3ayend lacusli dalam fergke waldqu 1 tohun
terdavua melakakan tindak pidang dan dinyads
jean Parsalah melakuken tindak pidsna yand -
berdgfarkan pitusan Pengadilan yang teldh —
FERPUOT AL kelauntan hudm yapd  telap j

HAKIHN :E‘ﬂli!‘tlu':b,sn_..

- ——

PANLTERA-PENGGANTL s WM. IPRIS, Sm.Hit.=
-'__—F—l-l-#—i‘-_.




Model 42/PidPN

Penciapan Kot Pengedilan Negen lemaig
penemjakon Hakim tonpged den Paniurs
upis meyidanylkan peckans.
{Pasal 252 pvol { | ) KEFLALTL

PENETAPAN
Momor - 16 /Pen Pid/20 91 /PN. Msp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri | w:tpl'ﬁnwmcl

Membaca sural pelimpahan perkara dari puﬂh ngminaﬁ ﬁﬁaﬂﬂﬁmn lit
o tanggal 19 Jund 001 Ne. RIOMOLNI/2001/84W .,

uupﬂkuutﬂ'dakm
Nama lengkap , TAMSYUR BIN LERA.
Tempat lahir T
Umur atau langgal lahir . 51 TomunS 20-pE-195%. s
Jenis kelamin = L
Kebangsaan o dngengsis "
Tempat tinggal - Pimpslades Kesa. I:iLJ.:tuﬁ.;n. Ea‘h Eu-pptn.g..
Agama R o e
Pekerjaan ¢ oMEEWEIa.

Menimbang, a) bahwa ]:uiﬂu tersebut termasuk wewenang ngu.dltm he.gm
h] 'cmhwa jumlah Hakim pada Fmgﬂdiinn Hf:u-:ﬁ SRR,
tidak memungkinkan memeriksa dan mengadili dengan Hakim Majelis.
Mengingat ; |. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan
Pokok kekuasaan Kehakiman (LU No, §4 Tabun 1970},
2 Pasal 152 ayat (1) KUHAP {UU Mo, 8 Tahun 1981},

3, Penetapan Mahkamah Agung tanggal ... W R
[+ A R B . tentang ixin pc.menksa.an r.‘iungan
Hakim Tunggal.
MENETA FKA::_I
3 1 Hakim Tunggal dan
Mennnjuk : Sl:lr. U Gi S H . sebagai
s 7GF*5 AWML sebagai Panitera
untuk memmksl dan mnngndllli puﬁmt:rdahﬂ MUNETUR BTV LEBA. ...,

Reg Pid. Ma. Llﬁiiyﬂfﬂﬂﬂm Mspa...

Ditetapkan di  MATANSIPPENG.~ ...
. Pada tanggal 32 Tuni. 200T...........
- . “Hetua Pengadilan Negeri tersebut,

CIVERT NASUTION, 9, Mn,
051 004.

NLLTLXWIN2E.4



PENGADILAN Nger MWALTAVSOPRRNG Model; 51/PidiPN
JALAN  FEUKWEM No.PeLP, 21003

.. MATAMSOFPENG. S Ot pulissn voig ditawl oleh Takim
. Peppidhlany Memen  dslum dafler  calatan
prerhira.
{ Pasal JW nyvad {20 KITHARY

Nomor : .. A1../Daf Pid/20.07.. /PN . M5 7.

Catatan dan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  Watansappeng....
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan scare pemeriksaan cepal,
dalam perkara ;

Mama |engkap - MANSWR BIN LEML "
Urmur atau tanggal lahir - B2 Tapun /2o - Juml 1955

Jenis kelamin SR e RO
Kebangsaan : JANPoNe3tA. .

Tempat tinggal - Timpalaw ke | $'[l*'i-?ji' kb -, Eﬁﬂ.t‘i'-'ﬂ
Agama R R e R e
Pekerjaan (TR s

-peenahitidak pernah dibukum *3

SUSUNAN PERSIDANGAN
Mams ... E U ﬂ I 1' Jn l'-' fl ﬁ', -E'Hi - - Flkitin
Nama...... ETI-H"L Imit e "H‘. . Panilera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang dm._qukan oleh An. Kepals hﬂliﬂim ressr Sopven

tnggal ., 39 Jued ST . Ne /Vier/u/acr/swe.
i Terdakwa m:ngnkudmﬂl:rin.gkﬂdﬂlmﬂﬂ *)
........................... dengan keterangan . 44 persidengan
adalah benarfidak benar*);

¢ Terdukwa mengenal/Gdak-mengenal * ) barang-Larang bukti yang diperlihatkan.
Hakim berpendapat bahwa pemerikssan perkara telah cukup, kemudian

menjatuhkan putusan sebagai becikut |



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUH; AN YANG MAHA ESA

Pengadilan  MNegeri Watansoppeng  telab  menjatubkan putusan  dalam  perkara
ot ey T WM e e

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya |

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi |

Memperhatikan barang-barang bulkti ;

Mentmbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi .. .ooeenan
SRALTUTM AW MuR ALIN

e barang-barang bukti yang digjukan di Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara
sdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh
kzena ity 12 harus dipidana ;

Menyatakan terdakwa HMA#STUL BIN Leag bersalah melakukan tindak

it . Hembawa 'I"!:-.:'H ‘Secers fanpa 1;[11 Josio

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pll:!am R 'F':mnd -7 1
webipkan banwa yi!m.u tersebut tidak perlu di jalani Kecuali dglam jongha waktu
itﬂm h.rd.u.kul nﬂlm 1.::-.:1.9.1: pid.an;. ni.u d:.:-.;-nuku hmul.ah nu-khkm 1£|.ill.h

Membebankan hliy:peri:mse.hesnrkp I-"ﬁ"r RPN €5 1.7 38" £ 1 SUOUSRERIN )
pada terdakowa.
Menetapkan barang buloi BEMUPE & ..o e i

-Benymiaken  barsns bwitd beraps : Bir Binting 80 botel. dsn Bir. ¥inian kecil ..
dirampas untuk dimmsnapian

Demikian diputiskn pads hari .. TEEM . ciicenrmriasrssssgessarssss e tiearranes

Toggal ... 2T L BB e e , oleh kami : Eﬁiﬂ'ﬂhﬂ; 5!'!
' . Hakim F:.-ngadilan Negeri yang ditunjuk olzh Ketua Pengadilan
5 5,1“,_
legeri Wetansoppeng dan -.'lmn:npka.n di muka umum pada hari .. il

gl A Juni 2067  oleh Hakim tersebut dihadini oleh
Wb IBRIS, Sw.ME Paniters Pengganti dan Terdalom FUFSYUR . BIN, LEBA

. haki
gEATH, m,

. IRRIS, SH.HK

1 Coret yang tidak periu




A NDA ME U
NO. 11 /pid/ R rznar /PN Wsp.

. EEt. s
Paca hari ... otastis .. Tanggal .. B o ST

Telah datang menghadap dihadapan saya ... .. ”‘H In:n:at 5""“"“'...."
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng seorang bemama * .._........ccoeee
icn YO BN i Dotk

Pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng ;

Telah menerangkan In:ep:a;ia saya bahwa ia menerima putusan Pengadilan Negeri
Ju.m. Eﬂn

Watansoppeng tangeal .. I crmeesreennes NO. 1Y Pid/ R/AZ200T /PN Wsp

dengan mana iz terdakwa dihukum :
Tengan pidsng penjavs selsss Elenam) bulan depgpn mesy percobsan 1(ssiu) tohun

N L T T T T L L Rt S AL R AL L

Demikianlah akta/ surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya terdakwa [feksa-
tesebut.

L

Terdakwa/Jaksa tersebut .- Paniters Propgganti

: -.ﬁl L.,-r""..
2 st
Ui BIV IQEA.- 5y TmHk. -

Coret yang tidak perlu.



"1AN NEGARA REPUBLIK INDONES|A

DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR 50PPENG
Kermakmuran Vo, 7 Watansoppeng, $081 1 Watansoppeng, (g Juni 2007
Tl B/fjo] (V172007 /SMPT
ki : Biasa
a | (satu) Examplar
Pengiriman Berkas Perkara Tipiring
MANSYUR Bin LEBA Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN
NEGER]I WATANSOPPENG
di
Soppeng

LD Eamlapta Polda Susel.
! tapolwil Bone
} Kajari Soppeng;

Dasar Laporan Polisi No.Pol.: LP/ 407 / V1 / 2007 / SPK tanggal 12 Junl 2007 tentang
penjualan miras tanpa ijin sesual dengan pasal 2 perda no. |2 tahun 2006

Sehubungan dengan hal terschut diatas,bersama ini dikirim kepada Ketua Pengadilan Megeri
Soppeng Berkas Perkara Tipiring No.Pol. : BPT/ /5 V107 / SMPT Tanggal 14 Junl 2007
dengan Tersangka sebagaimana tercantum dalam BAP Perkara,

Apshila perkara tersebut telsh mendapat Putusan / Vonis mohon kiranya petilkan Hasil
Putusannya dikirimkan kepada kaml.

Demikianlah untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOPPENG
T KASAT SAMAPTA

A

ANDI MUH. ASAF_
©AKPNRP 61030375

. :.!.1




DAERAH SULAWESI SELATAN

RESOR SOPPENG
h‘ﬂﬂﬂﬂl"ﬂﬂ MNa. fWEL?rEﬂFFﬂE Fﬂaf{_
PO [USTITIA ™
SAMPLIL BERKAS PERKARA
No. Pol. : SBP / jo  /V1 /2007 / SMPT
Kepdian Perkara *  Hari Selasz tanggal 12 juni 2007 sekitar jam 16.00 Wila di Kubba Kec. Lalabatsrilau
Kab. Soppeng,
Ditpockan Pada :  Hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 Jam 16.30 Wita.
Ussian Perkara ser singkat ¢ Menjual Miras Tanpa lzin
Meanpgar Pasal . Pasal 2 Perda No. |Z Tahun 2006
M Laporan Polisi Nama Nama kecll, Alias Tempat tanggal.lahir jumur Agama. Keterangan
jenis Kelamin, Kebangsaan, Suku,Tempat tinggal. Pekerjaaan,
Sudatvbelum pernah dibvizum.
M 407 / VI £ 2007 [ SPK MANSYUR Bin LEBA. Gowa / 20 April 1955 / 52 tahun
fslam Lakl - Laki, indonesta, Makassar, Kubba Kec. Lalabatarilau
j Kab. Soppeng, Wiraswasta ,Belum pernzh ditiukum.
Watansopeng, |4 |uni 2007
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOPPENG
KASAT SAMAPTA PENYIDIE PEMBANTL
...—-—'—'_'_-_-_-_-_‘ - :
_..a-"_'""_r o :
ANDI MUH. ASAE HARDIMAM. B
BRIPDA NRP 82120981

' AKP NRP 61030375




IS4AN NEGARA REPLIBLIK INDOMESIA

DAERAH SLILAWES] SELATAN

RESOR SOPPENG
.-I-ﬂT_-_"ﬂIL':I'J‘-'? No 7 Hﬁfﬂ,ﬂ:ml ]
D USTITIA -
DAFTAR I5] BERKAS PEREARA
W MACAM SURAT BANYAKNYA LEMBAR KETERANGAN
1 | SAMPLUL BERKAS PERKARA | Lembar BRIPDA HARDIMAMN, B
' | DAFTAR 151 BERKAS PERKARA | Lembar BRIPDA HARDIMAN, B
b LAPORAN POLISH | Lembar BRIPEA MASSAGURNI
i1 | SURAT PERINTAH PENYIDIKAMN | Lermbas BRIPDA HARDIMAMN. B
§ | RESLIME | Leends BRIPOA LARDIMAMN. B
& | RERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
- SAKS! ], | Lembar BRIFDA HARDIMAN, B
- TERSANGKA
I Lembiar BRIPKA, MASSAGLIMNI

SURAT TANDA PENERIMAAN

Watansoppeng, 14 Juni 2007
PENYIDIK PEMBANTLU

L o

HARDIMAN. B

BRIPDA NRP 82120981



EPOLISIAN NEGARA REPLIBLIK INDOMESIA

DALRAH SULAWEST SELATAN

MODEL - "A"

RESOR SOFPENG
EL#{'FHE'-I‘HMI‘EE e 7 Hﬁpmw,g SRSy
' IKQJUSTITIA - '
LAPORAN POLISI
NO.POL : LP / 407 / VI / 2007 | SPK
FERISTINA YANG DILAPORKAN -
I Waktu H:I:il:l'm_n Harl Selasa tanggal 12 luni 2007 sekiiar jar 16,00 Witz,
% Tempal Kejadian Kubba Kec. Lotabitarit Kab, Soppeny,
1 Aps yang Tesjadl Menjuad miras tenpe izin yeng sah
i Siapa  a. Pelaky Mama [ suky i MANSYUR Bin LERA / Bugis.Umur :
Labvun,Jends ; Lokl - lakl, Agama @ Islam, Pekerjuan @ Wirnswasta,
At : Timper Exfir Koo, |iliviaja Kab, Soppea,
o, Xurban o=

i, Baggimana Terjadi
b Dilaporkan Pada

CR— B Y

MELANGGAR PASAL
Fisal 2 Perda Mo |2 Tahon 2006

¢ Pelaku tersehut diistas menjual minuman keras tanpa izin,
¢ Mari Sclasa langgal 12 juni 2007 Jam 16.30 Wita

T NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI

I: Mama f Suky - SAPARUDDIN / Bugls, Umur ; 29 Tahun,
lends Kelumir. @ Laki — 1aki, Pekerzan @ Pold, Alamal
Takalala Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Kebangssan ;
indonesia.

2. Nama /Suku ; NUR ALIM / Bugls. User @ 21 Talwn, fonls
Kelamin : Laki — laki, Pekcrjam ; Polri, Alsmal @ BTN
Malaks Ker. Lalabata Kab., Soppeng .Kebanpgsawn :
Inaluamesia,

=

BARANCG BIIKTI

B Bandang, - B0 Eolol
. Fir Hitim Kodl (Guinees Kecll) ;21 Bainl

"URAIN SINGRAT KEJADIAN

o Babwa benar pada har Selasa langgal 12 juni 2007 sckitar
pukul 16,00 Wita Kubba Kec Lalabatariiau Kab. Soppeng. Kaml
bersamy 4 Orang Anggota melakukan Patroll jang dimana daiam
patrall terscout kaml menenivkan Lel. MANSYUR Bin LEBA scdang
membawa Mirs yang, disimpang dalam mobilnya tanpa dileaghapi
surat Tzin dan sclanjulnya Barang buktl teescbr kami Dovh ke
Mapalres Soppeni untuk pengusutan 1 Lanjut. saeseresea—— -

“eszer / pengadu membenarkan semua kulcrangenie Gan untuk menguatiannys pelapor membubuhan tanda

m:;l:mm_\rﬂ o T “Membut baperan palisi dan mengamaniin by bkt
bingkrizin Yo Ok = g
Watarsoppeng. 12 Junl 2007
MEMNGETAHL — Pelapor
' KESOR
A KEPALA kE IS:\I:-I ; S ._ -
EI Pamgkst /Nip 1 BRIPKA/ (61 20069
Kesatuan Palres Sonpeng,
MUHJALISTAM |abatan ta Sat Samapla
NIPTU WRY 65100257 Tandi: Tangan .
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T YT e MY

BRI LA N I-NUmE-S‘!A

DAERAH SLILAWES) SELATAN
RESOR SOPPENG '

fin. Kemnakmitran No. 7 Watansoppene, 9081 |
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SURAT TANDA PENERIMAAN

——— Yang bertanda  langan  dibawah il MASSAGUNY, Pangkat BRIPKA NRP 66120069

labatan Ba Sai Samapia pada kantor tersebut diatas telsh menerima penyeratan harang-barang atau sural lain
dan pemifik / penguass : --- _—

R e e S T T T T TR A ——

.. Mama . MAMNSYUR Bin LEBA
lenis Kelasnin : Laki - Laki
Pekerfaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Timpa Laja Kec. Liliraja Kab. Soppeng
Dengan disaksikan oleh : b
I, Nama : SAPARUDDIN
|enis "1 Laki- Laki
Peker|zan : Polri
Terpat tinggal : Takalata Kec. Marioriwaan Kab. Soppeng
2, Nama : NUR ALIM
|enis . Laki - Laki
Pekerjaan : ol :
Tempal tinggal : BTN Malaka Kec. Lalabata Kab. Soppeng !

<~ Barang — barang, 2tau sural lain sebagal barang barang bukl dalam perkra Menylmpang / menjual / dan
Meagedarkan Minuman Kerss Tanpa lzin sebagaimana di maksud dalam pasal 2 Perda No. 12 Tahun 2006 : —

Barang bukll tersebut sebagai berikut

i i bersi I
- 80 Botol Bir Hintang dengan kandungan alkohol 5 % vy Isi bersih 620 m 1
. 24 Botol Bir Hitam / Guinnes Kecil dengan kandungan alkohol 5 % v isi bersih 330 mi

oo Benda atau surat atau tulisan lain tersebut dicatat menueut berat, jumiah, jenis ciri-cil fsiiat has masing, -
mn_s e e i S e e R ¢ m——— EEE e s o

o Dermikianizh Surat Tanda Terima ini dibuat deapan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang

————— TS R T e it
Im—— AL =T

[ ERSESREe
gL Watansoppeng. 12 Juni 2007
o i Namd . MASSAGLNI
%i i Pangkal / Nrp - BRIPKA /66120069
MANSYLIR Bin LEBA S s
SAKS] - SAKSI .
SAPARLDDIN s

NLR ALIM




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SOPPENG

Jin. Kemakmuran No. 7 Watansoppeng. 9081

SURAT KETERANGAN
NO. POL. : B /ize3/V1/ 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Negara Resor Soppeng, menerangkan bahwa @ -—

Mama : ERNIATI
Tempat / Tanggal Lahir  :  Masewall / 07 Februarl 1985

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. FH- UNHAS Mks
Alamat ¢ Jin. P. Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar

- Adalah benar oknum tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor Mapolres Soppeng
pada tanggal 18 Juni 2007 s/d 20 juni 2007 mengenai penerapan Perda NO. 12 Tahun 2006

I——————— R DR i o

tentang Miras. =
Demikian Surat Keterangan inl kami buat untuk di gunakan seperlunya

Cikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 21 lunl 2007
An. KEPALA KEPOLISIA RESOR SOPPENG

POL NRP 68060662



é“gﬂ —.= KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG
2 Jin. Samudra No.18 Watansoppeng

e

" SURAT ANGAN "

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar Nomor : 1643/H4.77.3/PL.06/2007 mgghul 31 Mei 2007, Izin
penelition Data tentang Kasus " EFEXTIVITAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 20086 TENTANE PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN

PENERTIBAN PENGEDARAN  MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
SOPPENE™ TAHUN 2006.

Dalam rangka penyusunan Skripsi .

Mama : H.SYAFRUDIN,SH MH, -
Pangkat/Jabatan  : Jaksa Madya/ Kepala Kejoksaan Negeri Soppeng.
Kesatuan : KETAKSAAN NEGERT SOPPENG
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :ERNIATL

Ma.Fokok : B111 03 032,

Program . Strata Sdetu/Timu Hulkum,

Jurusan / Bagion  : Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
Pekerjaan . Mahasiswa FH-UNHAS Makassar
Alamat . JIP.K 7 No.12a Makassar.

iewa tersebut digtas benar telah melakukan penelition tentang Kasus
"‘M;t;ﬂﬂ:ﬁﬁ PERATURAN DAERAH NOKOR 12 TAHUN 2006 TENTANS
PENSAWASAN PENGENDALIAN  DAN PENERTIBAN  PENBEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SOPPENG ™ T&HUH Eﬂﬂ&:
selama 1 (sotu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Juni 2007 sampal dengan 07 Juli

2007. |
temikianlgh Surat Keterongan ini dibuat untuk dipergunakan seperlurya.

Watansoppeng' 14 Juni 2007.-

------
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BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SOPPENG

SURAT KETERANGAHN
NOMOR :36/Huk/V1/2007

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RUSLI, SH, M.Si

Jabatan . Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Soppeng
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ERNIATI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat + JL. Perintis Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS

Dengan inl menerangkan hahwa mahasiswa dengan identias
sebagaimana dimaksud d atas, telah mengadakan kegiatan penzlitian pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng selama 2 hari, terhitung
dari tanggal 18 Juni 2007 s/d 19 uni 2007, kaitannva dengan penyusunan
skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pengawasan, pengendalian dan Penertiban Pengedaran  Minumal

Beralkohol di Kabupaten Soppeng”.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

watansoppena, 19 Juni 2007

: 580 022 213



5 |

£ M-f PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

sl DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
B JLN. SALOTUNGO NO. 72 TELP.(0484) 21354, WATANSOPPENG

S

SURAT KETERANGAN

NO. 625 [DKS-KSTU.L/VI2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Kabupaten Soppeng, menerangkan bahwa :

Nama : Ermiati

Tempat / Tanggal Lahir : Masewali , 07 Pebruari 1935

Alamat . J1. Perintis Kemerdekaan 7 no.12.a Makagsar
Pekerjaan - Mahasiswa FH-UNHAS MAKASSAR

Benar yang tersebut namanya diatas telsh mengadakan penelitian pada Dinas
Keschatan Dan Kessos pada tanggal 20 s.d 21 Juni 2007.
Demikian surat keterangan inl dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestiny's.

Watansoppeng, 21 Juni 2007

_o~Kepaly Dinas Kesehatan dan Kessos
Pty uﬁﬁm Soppeng.4

b ; - Pangkat - Pembina Uiama h-'lul:la
SaNip ™ - 140 146 780



PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG

JL. KEMAKMURAN NO.18 WATANSOPPENG
TELP. No. 0484 21003 — 0484 21004,

SURAT KETERANGAN

Nomor ; !]!f’l’emEidﬂﬂﬂ?,l_'FH.WEE,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MNama ! H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH. MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng
Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Lengkap : ERNIATI

No. Pokek . B11103 032

Program - Strata Satu / llmu Hukum

Jurusan / Bagian . Hukum Masyarakat dan Pembanguaan.

Alamat - JI. Perintis Kemerdekaan 7 No. 12 a Makassar

Benar telah mengadakan Penelitian / Mengambil data pada Pengadilan Negeri
Watansoppeng tentang “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN  DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN  MINUMAN  BERALKOHOL DI

KABUPATEN SOPPENG” selama 2 hari .
Demikian surat kererangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.




PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JALAN SALOTUNGO TLP.(0484) 21619 WATANSOPPENG - 50611

e e ——————————————————————————————

SURAT KETERANGAN

NOMOR :130 /POL.P.?/ VY 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Soppeng, Menerangkan bahwa

MNama : Erndati

Tempat/ tgl lahir : Masewali, 07 Februari 1985

Alamat : TIn. Perintis Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum - Unhas Makassar

Benar yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian pada Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggai 20 s/d 21 Juni 2007,
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watanso 21 Juni 2007
Eﬁl ;gfﬂﬂxr

=y

K AKAN SAT/POLISI PAMONG PRAJA,




g PEVIERINTAR RABUPATEN SOPPENG
DINAS KESBANG, LINMAS, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan : Lamumpatue No. 03 Telp. (0484) 21018 Watansoppeng
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Walansoppang, 13 Juni 2007

Kepada
Lasnpira : -ij o SR Yiir .)1.Kapolres Soppeng
: n 2.Kcpala Dings Kesehatan & Kessos -
4 KepalaBagian Hukum
Di—
- Watansoppens

Berdasarhan Surat Pemenintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Kesaican Bangsa
Nemor 07014 T2-IIVBEKR-55 tanggal 6 Juni 2007 ientang permohonan izin Penelitian, Dengan ini
dusampaikan kepada savdora’saudari babvwa vang tersebul dibawah ini

Wi ctERNIATI

Tempat / Tangaal lahir : Masewali, 07 Febnuari 1985

Jenis Kelamin i Perempuan

Pukerfoan : Mah. FH-LUIMNHAS Mks

&lmal s JI. P. Kemerdekaan 7 No. 12a Makassar

Bermaksud akan menpadakan Penclitan dalam rangka penyvasunan skripsi dengan judu)
SEFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO.12 THN 2006 TTG PENGAWASAN
PENGENDALLIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL D1
KAR SOPPENG™

SERA - 1 {satu) Bulan tmi 07 Juni $d 07 Juli 2007
Pempikul / Peserin 1 Tidak 2da
Sehubungan dengan hal tersebut diatas peds prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :
. Sebeium mengadakan kegiaten, yang bersangiutan hans melapor kepads aiamat yang dituju.
Kegiatan Penclitian tidak menyimpan derl izin yang diterikan
Menont semua atoran perundang — undangan yang beriaku dars mengindahkan adat istinda
sclempal,
Menyerzhkan | {satu} emrplar Copy hasil = Skripsi * kepada Bupati Soppeng Up. Kepala
[inas Kesaluan Bangsa, Linmas dan infokom.
5. Surat Yzin sken dicabul kembali dan akan dinyatakin tidak berlaku apsbila temyata
pemesang surat zin tidak menaati kelentuan - ketentuan terscbut diatas.

Uemikian disampaikan ke sapdara untuk dimaklemi s,spu-lmm._
Ulemikiun digarmipail pada s A
= ' I.:l!lﬁll -; he3
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Tembusan : =t S
Kepals Puadan [Cesatuen Bangsa H.m. S
Bupati Suppeng (schagai japoran) di Walansoppeng,
Man Dim 1423 Seppeng di Waiansoppens

Kapsi nes Soppreng di Watansoppeng:

Dekan FIEUNITAS Mks.

Shrti) Bniidi Tempat

Pertinpg!
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